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MOTTO 
 ْمُكْنِم ٍضَارَػت ْنَع نَةراَِتِ َفوُكَت َْفأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْػيَػب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّػَيأ َاي ۚ 
 انميِحَر ْمُكِب َفاَك َهَّللا َّفِإ  ْمُكَسُفْػَنأ اوُلُػتْقَػت َلََك( ءاسنلا:٢٩)  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
(Qs. An-Nisa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix  
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
   Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ل  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...ك  Fathah dan wau Au a dan u 
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  Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...م  
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...م  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...ك  
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
  Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. ؿّزن Nazzala 
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5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
5. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
6. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلَإ دممح ام ك Wa mā Muḥamadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-
kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Indah Ikawati, NIM : 162111328, “Tinjauan Hukum Islam dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa 
Kamera (Studi Kasus di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. 
Sewa menyewa adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Transaksi 
yang digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan 
pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijārah sama 
seperti prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila 
pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijārah objek transaksi barang atau 
jasa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, maksud 
dari penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dinyatakan responden 
secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada 
dua yaitu sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara dengan para 
pihak yang terkait dengan sumber data sekunder (tidak langsung) berupa 
dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sewa menyewa kamera di 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menggunakan 2 akad yaitu akad secara lisan 
dan akad secara tertulis antara pihak pemilik kamera dan penyewa. Dalam 
pelaksanaan sewa menyewa kamera mayoritas penyewa adalah anak-anak yang 
bisa dikatakan belum cakap bertindak dan tidak diperbolehkan melakukan 
transaksi tanpa adanya wali. Sehingga Akad yang dilakukan tidak sah atau cacat 
dikarenakan belum memenuhi syarat dan ketentuan baik ditinjau secara Hukum 
Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
Kata Kunci : Kamera, Sewa Menyewa, Akad. 
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ABSTRACT 
Indah Ikawati, NIM: 162111328, "An Overview of Islamic Law and the 
Civil Law's Book toward the Contract of Camera-rented (Case Study of 
Jiwan District, Madiun Regency)". 
Leasing is exchanging for something with repayment. Transactions are 
based on the transfer of benefits (use rights), not the transfer of ownership 
(ownership rights). Basically the principle of ijārah is the same as the principle of 
buying and selling, but the difference is in the object of the transaction. 
Meanwhile the object of selling and buying transaction can be goods,in the 
ijārah's practice can be either goods or services. 
This study used qualitative field research methods, conducted by 
respondents both orally and reality behavior in the field. There are two data 
sources in this study, namely primary data sources (directly) the results of 
interviews with parties related to secondary data sources (indirectly) in the form 
of documents, books, notes and so on. 
The results of this study indicate that the rental of a camera in the Jiwan 
District of Madiun Regency uses 2 contracts, namely an oral contract and a 
written contract between the camera owner and the renter. In the implementation 
of camera rental, the majority of renter are children who incompetent and not 
allowed to conduct transactions without a guardian. So that the contract is not 
valid or flawed because it does not fullfill the terms and conditions both reviewed 
in Islamic Law and the CivilLaw's Book. 
Keywords: Camera, Leasing, Contract. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan 
orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dalam rangka memenuhi haknya 
sangat membutuhkan suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan 
mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota 
masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menghindari berbagai permasalahan 
dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum 
tersebut biasa disebut “hukum muamalah”.1  
Salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah ialah ijārah, merupakan 
tata cara sewa menyewa dalam Islam. Berasal dari kata al-ajru yang arti 
menurut bahasanya ialah iwadh yang menurut arti dalam bahasa Indonesia 
ialah ganti atau upah. Secara terminologis, adalah upah sewa yang diberikan 
kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan 
atas pekerjaannya.
2
 
Akad ijārah secara bahasa bermakna jual beli yang manfaat. 
Maksudnya dalam jual beli ini yang diambil adalah manfaat dari suatu barang 
                                                          
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 
1993), Hlm. 7. 
2
 Mustafa al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan 
Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam., (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm.145. 
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atau jasa yang hendak disewa. Selain itu bisa diartikan sebagai akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui 
pembayaran ujrah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang.
3
 
Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang 
menyewakan). Pihak lain yang mendapatkan manfaat di sebut Musta’jir ( 
orang yang menyewa ) dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil 
manfaatnya disebut Ma’jur ( sewaan ). Sedangkan jasa yang diberikan 
sebagai imbalan manfaatnya disebut Ajran atau Ujrah (upah). Dan setelah 
terjadi akad Ijārah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak 
mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad 
ini disebut pula Mu’addhah (penggantian).4 
Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan ijārah, antara lain 
menurut fuqaha Hanafiyah, akad atau transaksi terhadap manfaat  dengan 
adanya kompensansi tertentu. Menurut fuqaha Syafi’iyah, akad atas manfaat 
yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Menurut fuqaha 
Malikiyah, ijārah adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang 
diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu .
5
 
                                                          
3
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.387. 
4
 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah , 2013), hlm. 315. 
5
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.387. 
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Menurut Fatwa  Dewan Syariah Nasional No: 09/Dsn-Mui/IV/2000  
Tentang Pembiayaan Ijārah, ijārah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi 
pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijārah tidak ada perubahan 
kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang memiliki 
barang atau jasa kepada penyewa.
6
 
Sedangkan di dalam KUHPerdata sewa menyewa adalah suatu 
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu 
tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang 
terakhir itu.
7
 
Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami 
bahwa ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Transaksi 
yang digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan 
pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijārah sama 
seperti prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. 
Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijārah objek transaksinya 
barang atau jasa.
8
 
                                                          
6
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 121. 
7
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 tentang sewa menyewa. 
8
 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.150. 
4 
 
    
1 
Menurut ulama Hanafiyah, ijārah adalah akad lazim yang boleh 
dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan pada 
pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa ijārah adalah 
akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang 
merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Menurut dua pandangan 
tersebut, menurut ulama Hanafiyah ijārah batal dengan meninggalnya salah 
seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun 
menurut jumhur ulama, ijārah tidak batal, karena akadnya adalah akad lazim 
(mengikat).
9
 
Sebagaimana yang biasa terjadi di masyarakat Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun, dalam rangka untuk memenuhi dan menambah 
penghasilan mereka melakukan transaksi dalam pemanfaatan kamera. Usaha 
sewa menyewa kamera ini sangat dinikmati oleh masyarakat setempat, 
khususnya di kalangan remaja dan anak-anak. Hal ini dikarenakan 
perkembangan teknologi yang semakin canggih. Meskipun sebagian besar 
sudah memiliki smartphone yang didukung oleh kamera yang bagus. Mereka 
menganggap bahwa hasil dari kamera lebih bagus dan memuaskan. Biasanya 
mereka meminjam kamera untuk kegiatan fotografi ke tempat-tempat 
wisata.
10
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 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.429-430. 
10
 Vinna, Pemilik Konter Kiki Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, jam 
19.00-20.00 WIB. 
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Kata fotografi diambil dari Bahasa Yunani, yaitu kata fotos yang berarti 
sinar atau cahaya, dan grafos yang berarti gambar. Pengertian fotografi dalam 
Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah seni atau proses penghasilan gambar 
dan cahaya pada film. Sehingga dapat dikatakan bahwa fotografi itu 
sebenarnya merupakan aktivitas “melukis dengan cahaya”.11 Suatu proses 
atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan 
merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang 
peka cahaya. Sedangkan alat yang digunakan untuk menangkap cahaya ini 
adalah kamera.
12
 
Banyaknya para peminat menyebabkan banyak konter atau tempat yang 
menyediakan jasa penyewaan yang hampir di setiap desa ada dengan fasilitas 
yang memadai, dan harga yang relatif terjangkau untuk setiap kalangan 
masyarakat. Jiwan merupakan salah satu dari dari 15 (lima belas) kecamatan 
di wilayah Kabupaten Madiun.  Di kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 
terdapat 3 konter penyewaan kamera. Konter itu antara lain yaitu Kiki 
Kamera, Ayu Kamera dan Vinna Kamera.
13
 
Pada pelaksanaan sewa menyewa kamera yang terjadi di Kecamatan 
Jiwan, Penyewa mayoritas merupakan anak berusia 10-16 tahun yang bisa 
dikatakan di bawah umur. Anak di bawah umur dalam melaksanakan 
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 Apriadi Tamburaka, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 107. 
12
 Ibid., 
13
 Vinna dan Ayu, Pemilik Pemilik Konter Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 
2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
6 
 
    
1 
transaksi seharusnya ada wali yang mendampinginya. Namun dalam 
penerapannya mereka bebas melakukan sewa menyewa meskipun tanpa 
memiliki identitas dan tanpa adanya pendampingan dari wali.
14
 
Banyaknya penyewa anak-anak akan mempengaruhi transaksi sewa 
menyewa kamera salah satunya saat terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah 
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.
15
 
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun 
tidak disengaja.
16
 
Bentuk wanprestasi yang pernah terjadi dalam sewa menyewa yaitu 
sering terjadi keterlambatan dalam pengembalian kamera yang disewa atau 
pengembalian kamera yang dilakukan oleh penyewa tidak sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Selain itu 
wanprestasi lainnya yaitu mengenai ujrah (biaya sewa) mengandung 
ketidakjelasan dalam membayar karena tidak ditentukan waktu  pembayaran.  
Barang yang disewa terkadang mengalami kerusakan secara fisik atau 
dzatnya yang kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa kamera.
17
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 Vinna dan Ayu, Pemilik Pemilik Konter Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 
2019, jam 19.00-20.00 WIB. 
15
  Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), ( Jakarta: Rajawali Press, 2008), 
hlm. 180. 
16
  Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Press, 
2007), hlm.74. 
17
  Kiki dan Vinna Veronica, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, 
jam 20.00-21.00 WIB. 
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Salah satu bentuk kerusakan yang pernah diaalami penyewa yaitu 
kerusakan pada tas tempat kamera yang mengalami kerusakan resleting tapi 
penyewa tidak mengetahui kerusakan itu dari tempat penyewaan atau saat 
perjalanan pulang dan pernah mengalami kejadian tutup kamera hilang. Oleh 
karena itu penyewa wajib mengganti atas kerusakan. Namun yang menjadi 
masalah adalah ketika penyewa anak-anak tidak mempunyai orang untuk 
mengganti rugi dan meminta pertanggunggjawaban kepada orang tua.
18
 
Dalam sahnya suatu akad harus terpenuhinya rukun dan syarat dari 
suatu akad, dan salah satu rukun dan syarat dari akad ijārah telah disebutkan 
bahwa Ahliyyatul ‘aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat).19 Sedangkan 
dalam penerapan secara langsung mayoritas anak-anak merupakan penyewa 
dan belum cakap berbuat. Sehingga itu akan mempengaruhi cacat atau 
tidaknya suatu akad. 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik 
untuk mengambil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Akad Sewa 
Menyewa Kamera (Studi Kasus di Kecamatan Jiwan Kabupaten 
Madiun)”. 
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 Revasya Dewi Aprilia, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 3 November 2019, jam 
20.00-20.30 WIB. 
19
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: 
Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.29. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang dipaparkan itu maka terdapat hal 
yang cukup menarik sekaligus mengandung masalah problematik yang akan 
dijawab yaitu: 
1. Bagaimana praktik akad sewa menyewa kamera di Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun? 
2. Bagaimana praktik akad sewa menyewa kamera di Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 
permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa kamera khususnya di 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap 
Praktik akad sewa menyewa kamera khususnya bagi masyarakat 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 
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D. Manfaat Penelitian 
Umumnya kegunaan penelitian ditujukan bagi diri sendiri, bagi 
lembaga/organisasi tempat penelitian dilakukan, bagi peneliti lain. Pada 
bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi 
pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan 
kata lain, kegunaan penelitian dibagi dua yaitu: kegunaan teoritis biasanya 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan konsep teori baik umum maupun khusus dan kegunaan praktis 
hasil penelitian hendaknya disebutkan tersurat berguna bagi siapa.
20
 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 
teoritis maupun praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat Secara Teoritis  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjelaskan 
mengenai definisi ijārah, akad yang digunakan, harga sewa, jangka waktu 
serta tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap praktik sewa 
menyewa khususnya kamera. 
2. Manfaat Secara Praktis  
                                                          
20
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah), (Jakarta: 
Kencana Prenada Group, 2011),  hlm.249. 
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Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu 
masyarakat memecahkan masalah yang timbul akibat sewa menyewa 
kamera, serta menghubungkan dengan pandangan Islam dan Kitab 
Undang-Undang hukum perdata. 
 
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori merupakan konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalah yang penting. Kerangka teori yang baik akan menjelaskan secara 
teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis pertautan 
antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 
hubungan antar variabel independen dan dependen.
21
 
Beberapa konsep yang saling berhubungan dalam penelitian ini yaitu 
mengenai ijārah, akad, rukun, syarat, hukum ijārah,berakhirnya ijārah, 
hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Serangkaian konsep 
itu yang digunakan sebagai teori dalam pengumpulan data. Masing-masing 
konsep memiliki bentuk hubungan dan saling mempengaruhi satu dengan 
yang lainnya. Teori yang digunakan antara lain yaitu:  
1. Akad  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, R&D,(Bandung : Alfabeta,2016),  
hlm. 60. 
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Kata akad (دقع)  jamaknya دوُقُعْلا (al-‘uqud)  secara bahasa berarti هطبارلا 
ikatan, mengikat.
22
 Dan menurut istilah al-rabth yaitu menghimpun atau 
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya 
hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntas tali yang satu. 
Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua 
ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain agar keduanya 
menjadi satu.
23
 Istilah akad dalam KUHPerdata dikenal dengan istilah 
perikatan.
24
 Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara 
ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menimbulkan akibat hukum 
terhadap objeknya. Akad mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum 
syara’, yaitu hak dan iltizam, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad 
terbentuk dengan adanya dua ‘aqid,  ma’qud ‘alaih ( benda), maudhu ‘al 
‘aqd (tujuan), shighat al-‘aqd dan adanya rukun-rukun akad.25 
2. Ijārah 
         Ijārah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan (ujrah), 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah 
mengupah. Transaksi yang digunakan dilandasi adanya pemindahan 
manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada 
                                                          
22
 Achmad Warson  Munawir, Muhammad Fairuz, Al Munawir Kamus Indonesia Arab, 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 331. 
23
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 44-
45. 
24
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 46.  
25
 Masjupri,Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 53. 
12 
 
    
1 
dasarnya prinsip ijārah sama seperti prinsip jual beli, tapi perbedaannya 
terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya 
barang, pada ijārah objek transaksi barang atau jasa.26 
Pada prinsipnya sifat akad ijārah adalah amanah, artinya penyewa 
atau pekerja bertanggung jawab atas barang yang telah disewa. Selama 
dalam pemiliharaan yang lazim, maka jika terjadi resiko atas barang 
sewaan maka tidak ada kewajiban pihak penyewa untuk mengganti. 
Sebaliknya sifat amanah pada akad ijārah ini berganti akad yang memiliki 
sifat penggantian atas kerugian (dhamanah). 
27
 
3. Sewa Menyewa dalam KUHPerdata 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sewa 
adalah, pemakaian sesuatu dengan membayar uang, sedangkan menyewa 
adalah, memakai (meminjam/menampung) dengan membayar uangsewa.
28
 
Perjanjian  sewa-menyewa  diatur  di  dalam  bab  VII  Buku  III  
KUHPerdata yang berjudul “Tentang  Sewa-Menyewa”  yang meliputi 
Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Definisi perjanjian 
sewa-menyewa  menurut Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari sesuatubarang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
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 Masjupri,Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.150. 
27
 Wahbah az-Zuhaily, Fiqh Islam Waadilatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Katani, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), hlm. 420. 
28
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 833. 
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pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu 
disanggupi pembayarannya.29  
4. Anak dan Wanprestasi 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak 
adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang 
masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan 
pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut 
berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.
30
  
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 
kreditur dengan debitur.
31
 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat 
terjadi baik karena disengaja atau tidak disengaja.
32
 Dari ketentuan tersebut 
dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat 
dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko 
atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.
33
  Namun jika 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
30
 M. Darmayanti, Komunikasi Teurapetik Dalam Praktik Keperawatan, (Bandung: PT 
Refika Adana, 2008) hlm. 3.  
31
 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 
hlm. 180. 
32
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Press, 
2007), hlm. 74. 
33
 Ibid. 
14 
 
    
1 
yang melakukan wanprestasi anak yang belum baligh maka taklif (beban) itu 
diberikan kepada orang dewasa atau walinya. 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak 
terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang telah ada. 
Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan 
diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 
Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan, terdapat 
beberapa karya ilmiah terdahulu yang sealur dengan tema kajian yang akan 
diteliti oleh peneliti, di antaranya: 
Skripsi yang disusun Nureska Meytyas Windayarti dalam skripsi nya 
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad sewa menyewa Alat-
Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Kecamatan Donorojo Pacitan”. 
Ia mengawalinya dengan menjelaskan pengertian ijārah, akad, syarat ijārah 
dan menjelaskan bagaimana Islam memandang sewa menyewa tersebut. 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi tersebut dengan cara 
penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan kualitatif.
34
 Dari paparan 
tinjauan pustaka di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki 
persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa dan menggunakan 
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 Nureska Meytyas Windayarti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa 
Alat-Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Kecamatan Donorojo Pacitan”,Skripsi 
diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2014. 
15 
 
    
1 
metodologi kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan. Tetapi 
pembahasan skripsi di atas obyek penelitian sound sistem, selain itu tidak 
membahas wanprestasi jika penyewa adalah anak-anak. 
Skripsi yang disusun Chairur Roziki yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di 
Malioboro Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur 
dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lapak 
pedagang kaki lima di Malioboro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Malioboro adalah tidak 
diperbolehkan atau tidak sah karena rukun yang menjadi syarat sahnya 
perjanjian adalah kepemilikan sempurna terhadap objek, sedangkan lapak 
merupakan fasilitas umum yang menjadi hak milik bersama.
35
 Dari paparan 
tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki 
persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa menurut 
hukum Islam dan menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan. Tetapi pembahasan skripsi diatas tidak membahas tentang ganti 
rugi yang terjadi ketika wanprestasi, selain itu dilihat dari objek dan lokasi 
penelitiannya berbeda yaitu jasa persewaan kamera di Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun. . 
Skripsi yang disusun Eni Ariyana (skripsi) yang berjudul “Sistem 
Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan 
Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No. 8 
                                                          
35
 Chairur Rozikik,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lapak 
Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”, Skripsi diterbitkan, Uin Suka. Yogyakarta. 2013. 
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus 
Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”. 
Skripsinya memuat tentang syarat sewa menyewa kamar, hak dan kewajiban 
pelaku usaha dan penyewa. Dalam transaksi sewa menyewa kamera yi-cam 
pelaku usaha  tidak memenuhi hak haknya sehingga menimbulkan 
ketidakpuasan konsumen. Pelaku usaha dianggap sudah melanggar ketentuan 
yang berlaku dalam Undang– Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.
36
 Dari paparan tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa 
penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang 
kamera dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Tetapi 
pembahasan skripsi di atas tidak membahas tentang akad yang digunakan 
dalam pelaksanaan sewa menyewa kamera dan akibat hukum jika penyewa 
adalah anak-anak. 
Skripsi yang disusun Zusnia Eka Putri Dewi (skripsi) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di 
Madiun Kamera Kota Madiun”. Dalam skripsinya memuat tentang tinjauan 
hukum islam dan fiqih ijārah beserta rukun dan syarat akad ijārah. Dalam 
pelaksanaan ganti rugi dari wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah 
sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad ijārah.37 Dari 
                                                          
36
 Eni Ariyana, “Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan 
Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mirigambar Kecamatan 
Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, Skrispi diterbitkan,  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
IAIN Tulungagung. Tulungagung. 2018. 
37
 Zusnia Eka Putri Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  Sewa-Menyewa 
Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”,Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
IAIN Ponorogo. Ponorogo. 2018. 
17 
 
    
1 
paparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan 
yakni pada objek yang diteliti dan menggunakan metodologi penelitian 
kualitatif jenis penelitian lapangan. Perbedaan dengan penulis yaitu kriteria 
data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada anak-
anak, sedangkan dalam skripsi di atas mayoritas penyewa adalah orang yang 
cakap hukum. 
Sejauh penelusuran penyusun dalam penelitian ini telah banyak yang 
membahas tentang sewa menyewa. Perbedaan penelitian yang saya buat 
dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini secara spesifik meninjau 
penerapan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata terhadap 
praktik sewa menyewa kamera. Dan meneliti sah atau tidaknya akad yang 
digunakan dalam praktik jika penyewanya anak-anak, serta siapa pihak yang 
berkewajiban mengganti rugi apabila terjadi kerusakan sehingga tercapai 
keadilan dalam pelaksanaan akad sewa menyewa kamera yang ada di 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 
Dalam Skripsi ini peneliti menggunakan cara dan metode  yang biasa 
digunakan dalam penelitian pada umumnya. Seperti contoh tinjauan hukum 
Islam terhadap sewa menyewa kos, sewa menyewa alat-alat sound sistem. 
Dalam mengkaji penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan cara 
observasi, wawancara serta menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
dengan cara mengumpulkan data-data yang dapat dikaji dan menghasilkan 
kesimpulan. 
G. Metode Penelitian 
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Komponen dalam metode penelitian kualitatif adalah : jenis penelitian, 
sumber data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data , dan 
teknik analisa data:
38
 
Metode penelitian kualitatif lapangan: 
1. Jenis Penelitian  
Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, 
diperlukan metode penelitian. Dalam penelitian ini perlu ditetapkan 
metode penelitian apa yang akan digunakan, apakah metode survey atau 
eskperimen.
39
 Dengan melihat jenisnya penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang nyata 
dari masyarakat (penyewa) dan pemilik tempat penyewaan tentang 
kegiatan sewa menyewa kamera di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, 
sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. 
2. Sumber data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti.
40
 Dalam hal ini, data primer diperoleh peneliti 
bersumber dari 3 pemilik konter penyewaan kamera dan 8 penyewa 
                                                          
38
 Juliansyah  Noor, Metodologi Penelitian ( Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah), (Jakarta: 
Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 33. 
39
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 
hlm.  292. 
40
 Muhammad Pambudi, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57. 
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kamera yang ada di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Selain itu 
data primer diperoleh dari observasi secara langsung ke lapangan. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang atau instansi dari peneliti sendiri, walaupun yang 
dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.
41
 Data sekunder yang 
diperoleh peneliti yakni dari buku-buku, jurnal, dan internet yang 
mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Serta data-data yang 
diperoleh dari konter tempat penyewaan kamera seperti daftar harga 
sewa dan nota bukti pembayaran. 
3. Lokasi Penelitian 
Pada penelitian perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial 
tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga 
pemerintah, di jalan, di rumah, dan lain-lain.
42
 
Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi atau tempat yang 
digunakan untuk penelitian terdapat 3 tempat yakni (Kiki Kamera, Vinna 
Kamera dan Ayu Kamera). Pengambilan lokasi penelitian tersebut dengan 
pertimbangan bahwa sumber data tersebut telah sesuai dengan tujuan 
penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum 
                                                          
41
 Ibid., 
42
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 
hlm.  292. 
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Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik akad 
sewa menyewa kamera di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 
Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak bulan September- 
November 2019. Dimana dalam penelitian ini penulis mewancarai 
narasumber secara langsung dan melakukan observasi di konter 
penyewaan kamera. Selain itu peneliti mewancarai penyewa kamera untuk 
menambah data. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 
sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik 
pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi dan 
gabungan ketiganya.
43
 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan 
data, diantaranya: 
a. Interview (wawancara) 
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan 
untuk memperoleh informasi primer dari seorang narasumber. Pada 
tahap ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik 
persewaan sebanyak 3 pemilik persewaan kamera. Selain dengan 
pemilik kamera, peneliti melakukan wawancara dengan konsumen 
penyewa kamera sebanyak 8 penyewa. Dalam penelitian kualitatif 
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 Ibid., hlm. 293. 
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sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, “tidak ada sampel acak, 
tetapi sampel bertujuan (purposive sample)”.44 Dengan demikian, 
informan akan dipilih secara purposive (bertujuan) berdasarkan kriteria-
kriteria yang mendukung bagi penelitian ini. 
Dalam penelitian ini informan yang mendukung yaitu dengan 
kriteria seorang penyewa yang berusia sekitar 10-16 tahun. Selain itu 
yang pernah mengalami kerusakan saat perjanjian sewa menyewa. 
Dengan usia yang bisa dikatakan belum cakap berbuat akan 
mempengaruhi pelaksanaan dari akad sewa menyewa dan pertanggung 
jawaban bila terjadi wanprestai. 
b. Observasi 
Observasi adalah cara atau teknik dalam pengumpulan data 
dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan lapangan yang 
dilakukan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi 
dilakukan secara non partisipan. Artinya, pengamatan yang dilakukan 
serang peneliti terhadap objek penelitian, tanpa berperilaku seperti 
orang atau objek yang diteliti.
45
 Dalam penelitian ini penulis mengamati 
aktivitas di konter penyewaan kamera dan penulis juga mendengarkan 
apa yang dikatakan oleh para informan untuk memperoleh data. 
c. Dokumentasi 
                                                          
44
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 
224. 
45
 Tika. Moh Pabandu, Metode Riset Bisnis.,  (Jakarta: Bumi Aksara) , 2006, Hlm. 57. 
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Teknik metode dalam dokumentasi ini adalah peneliti mencari 
dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari 
naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun 
rekaman), data gambar atau foto lain sebagainya. Dengan adanya data 
tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian.
46
 
Penulis akan melakukan survei lapangan dengan objek konter 
penyewaan kamera dan juga disertai dengan dokumentasi saat 
melakukan survei. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara di 
lapangan. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-
langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini model Miles and 
Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data 
dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi 
data (data reduction), penyajian data ( data display), dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi (conclutions).
47
 
a. Pengumpulan Data 
Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari 
hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan kategori 
                                                          
46
 Supardi, Metode Penelitian Ekonomi Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hlm. 138. 
47
 Ibid., hlm. 246. 
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yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan 
lebih lanjut melalui pencarian data selanjutnya. 
Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara 
mewawancarai 3 pemilik konter kamera dan 8 penyewa kamera. Selain 
itu peneliti melakukan observasi secara langsung ke 3 tempat 
penyewaan kamera antara lain Kiki Kamera, Vinna Kamera dan Ayu 
Kamera. Sedangkan data dokumen yang di peroleh selama penilitian 
yakni daftar harga sewa dan bukti nota pembayaran. 
b. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan 
reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih 
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam 
melakukan pengumpulan data.
48
 Dari data yang telah terkumpul pada 
langkah pertama, maka selanjutnya adalah memilih data wawancara, 
observasi dan dokumen mana yang mendukung penelitian. 
c. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif , penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan 
                                                          
48
 Ibid., hlm. 247. 
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sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, sehingga akan semakin 
mudah dipahami.
49
 Dalam penelitian ini data yang telah dipilih 
disajikan dalam bentuk uraian singkat. 
d. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 
obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi 
penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.
50
 
Kesimpulan dalam penelitian ini berupa data yang telah diperoleh 
melalui observasi di tempat penyewaan kamera, wawancara, dan 
dokumen dipilih data yang mendukung kemudian disajikan dalam 
uraian singkat.  
H. Sitematika Penulisan 
Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk 
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 
uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 
berikut: 
BAB I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari uraian 
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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 Ibid., hlm. 249. 
50
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penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika 
penulisan, dan jadwal rencana penelitian. 
BAB II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini penulis akan 
menguraikan pertama mengenai Akad yang akan diuraikan yaitu pengertian 
akad, Syarat akad, Rukun akad dan macam-macam akad. Kedua akan 
diuraikan pengertian Ijārah, dasar hukum, Rukun dan syarat ijārah, hak dan 
kewajiban dalam sewa menyewa, sifat dan hukum ijārah, serta berakhirnya 
ijārah. Ketiga akan diuraikan mengenai Sewa menyewa kamera di dalam 
kitab Undang-Undang hukum perdata yang terdiri dari pengertian perjanjian, 
syarat sahnya perjanjian dan perjanjian sewa menyewea serta mengenai 
wanprestasi. Dan membahas anak dan wanprestasi. 
BAB III berisi tentang pelaksanaan praktik sewa menyewa kamera di 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang terbagi menjadi beberapa sub bab, 
antara lain mengulas tentang gambaran umum Kecamatan Jiwan dari aspek 
geografis dan demografis. Serta penjelasan mengenai praktik sewa menyewa 
kamera yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jiwan Kabupaten 
Madiun. 
BAB IV berisi tentang analisis, dalam bab ini akan diuraikan analisis 
akad, analisis tinjauan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa kamera (Studi Kasus di 
Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun) 
BAB V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 
26 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN 
SEWA MENYEWA MENURUT KUHPERDATA 
A. Konsep Akad  
1. Definisi Akad 
a. Akad secara lughawi 
Secara lughawi, makna al-„aqd adalah perikatan, perjanjian, 
pertalian, permufakatan.
1
 
b. Akad secara Istilah 
Sedangkan secara istilahi, akad didefinisikan dengan redaksi yang 
berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa, akad 
adalah pertalian antara ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyertakan 
kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat 
hukum terhadap obyeknya.
2
 
c. Akad menurut istilah fiqh 
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 
seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, 
seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.
3
 
                                                          
1
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, ( Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33. 
2
 Ibid. 
3
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72. 
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d. Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud 
dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum 
tertentu.
4
 
Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad 
merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh 
terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan 
hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya 
akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.
5
 
Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin 
suatu ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad 
adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada 
pihak yang terlanggar haknya. Dalam hal ini penting membuat batasan-
batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang 
melaksanakan akad.
6
 
2. Rukun Akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-
                                                          
4
 Ibid. 
5
 Ibid. 
6
 Ibid.  
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masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang 
diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:
7
 
a. āqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri 
dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual 
dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, 
ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang 
terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang 
yang memiliki haq (āqid ashli) dan terkadang wakil dari yang memiliki 
haq.
8
 Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas 
tiga bentuk:
9
 
1) Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena 
cacat jiwa, cacat mental atau anak kecil yang belum mumayyiz. 
2) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang 
sudah mumayyiz tetapi belum mencapai baligh. 
3) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah 
memenuhi syarat-syarat mukallaf. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjadi 
subyek akad menurut Hamzah Ya‟kub adalah sebagai berikut:10 
1) Aqil, orang-orang yang harus berakal sehat. 
                                                          
7
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,( Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2016), hlm. 46. 
8
 Ibid., hlm. 47. 
9
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 32. 
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 Ibid.  
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2) Tamyyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk 
3) Mukhtar, orang bebas dari paksaan. 
b. Ma‟qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda 
yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), 
dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam kafalah.
11
 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahalul āqd adalah sebagai 
berikut:
12
 
1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan 
2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah 
3) Obyek akad harus jelas dan dikenali 
4) Obyek dapat diserahterimakan 
c. Maudhu‟ al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad ijārah 
tujuan pokok adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah 
dan mempunyai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:
13
 
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 
                                                          
11
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,( Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2016), hlm. 47 
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2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 
akad. 
3) Tujuan akad harus dibenarkan syara‟. 
d. Shighat al„aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah 
perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan 
setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul ialah bertukarnya sesuatu 
dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 
terkadang tidak berhadapan, misalnya mengirimkan uang melalui pos 
wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.
14
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam shighat al„aqd ialah:15 
1) Shighat al„aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul 
harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang 
berkata : “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas 
sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan 
sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya 
ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau 
pemberian”.16 
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 Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, (Jakarta: 
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2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan 
menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: 
“Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang 
mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai 
pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan 
menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena 
bertentangan dengan islah di antara manusia.
17
 
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-
takuti oleh orang lain karena dalam tijārah (jual beli) harus 
merelakan.
18
 
Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang 
ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang 
dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh 
menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:
19
 
a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua āqid berjauhan 
tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah.  
 كِا أَ كِلْا أَ  ةُ أَا أَ كِ لْ أَأ.  
“Tulisan itu sama dengan ucapan”. 
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Dengan ketentuan, kitabah tersebut dapat dipahami kedua 
belah pihak dengan jelas.
20
 
b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak 
dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya 
seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan 
bahasa orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu 
mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu 
dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul 
dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad 
dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah “Isyarat bagi 
orang bisu sama dengan ucapan lidah”.21 
c) Ta‟athi (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan 
pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan 
imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar 
imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai 
berikut: Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil 
pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberi 
beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa 
disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. 
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Proses di atas itu dinamakan ta‟athi, tetapi menurut sebagian 
ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.
22
 
d) Lisan al-hal, Menurut sebagian ulama, apabila seseorang 
meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia 
pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri 
saja, hal itu dipandang telah ada akad ida‟ (titipan) antara orang 
yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini 
dengan jalan dalalah al-hal.
23
 
3. Syarat-syaratAkad 
Akad terdiri dari aqidain (dua orang aqid), mahallul aqad (tempat 
akad), maudlu‟ul aqad (obyek akad) dan rukun-rukun aqad. Masing-masing 
dari pembentuk akad, mempunyai syarat yang wajib dipenuhi, supaya akad 
itu menjadi sah. Syarat-syarat terjadinya akad, antara lain sebagai berikut:
24
 
a. Syarat adanya sebuah akad 
1) syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: syarat-syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam segala macam akad. 
Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam 
syarat, ialah:
25
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a) Ahliyatul āqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat). Pengertian 
cakap berbuat adalah (baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi 
pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan 
kewenangannya). Jika seseorang dianggap belum cakap seperti 
anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh 
walinya. 
b) Qābiliyyatu mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan obyek akad, 
dapat menerima hukumnya). 
c) Al wilyatus syari‟iyah fi maudlu‟il „aqdi (akad itu diizinkan oleh 
syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak dan 
melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri). 
d) Alla yakūnal „aqdu au maudlu‟uhu mamnū‟an binashshin 
syar‟iyyin (janganlah akad itu akad yang dilarang syara‟).  
e) Kaunul „aqdi mufīdan (akad itu memberi faedah). 
f) Baqāul ijbabi shalihan ila mauqu‟il qabūl (ijab itu berjalan terus, 
tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib 
menarik kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijab. 
g) Ittihādu majlisil „aqdi (bertemu di majlis akad). 
2) syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu: Syarat-syarat yang 
disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian 
yang lain.Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan untuknya 
beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat 
idlafiyah (syarat-syarat tambahan) yang harus ada di samping syarat-
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syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi untuk terjadinya 
nikah, dan seperti tak boleh ada ta‟liq dalam āqad mu‟awadlah dan 
āqad tamlik, seperti jual beli dan hibah. Ini, merupakan syarat-syarat 
idlafiyah.
26
 
b. Syarat sah akad. Secara umum para Fukaha menyatakan bahwa syarat 
sahnya akad adalah terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufsid) dalam 
akad, yaitu:
27
 
1) Ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (al-jihalah). 
2) Adanya paksaan (ikrah). 
3) Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (tauqit). 
4) Terdapat unsur tipuan (gharar). 
5) Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar). 
c. Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya 
akad yaitu:
28
 
1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas ( Al-
Wilaayah) untuk mengadakan akad baik secara langsung atau 
perwakilan. 
2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. 
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d. Syarat adanya kekuatan hukum ( Luzuum Abad) suatu akad baru bersifat 
mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk 
meneruskan atau membatalkan transaksi).
29
 
Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip hukum 
perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan 
beberapa hal:
30
 
a. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian:31 
1) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang 
dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah 
pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau 
berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib 
diwakili oleh wali atau pengampunya. 
2) Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam dirinya 
sendiri atau mewakili sebuah badan hukum. 
3) Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogianya harus 
disebutkan dengan jelas. 
Batasan anak 
Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum 
baligh atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan 
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30
 Faturrahman Djamil, Hukum  Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di 
Indonesia, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005), hlm. 260. 
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apa yang buruk bagi dirinya.
32
 Belum sempurnanya akal pikiran anak 
ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 5: 
 لْمةُأَلَاو وةُقأَو لْمةُىوةُس لْ اأَو  أَهي
كِف لْمةُىوةُقةُزلْراأَو  ًمأَي
كِق لْمةُ أَ  ةُوَّل ا أَلأَعأَج كِتَِّ ا ةُمةُ أَ اأَولْمأَأ أَء أَهأَفُّس ا اوتلْوةُ تأَلاأَو
 ًفوةُرلْعأَمًلالْوأَ ق 
Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam 
(kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah 
mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 
kepada mereka kata-kata yang baik”33 
 
Berdasarkan ayat dan hadits di atas para Fuqaha berpendapat untuk 
sampai jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, 
yakni:
34
 
a) Anak belum mumayyiz 
Fase ini berlangsung sejak lahir hingga usia tujuh tahun. 
Perkembangan fungsi akalnya masih sangat rendah sehingga belum 
bisa mencerna mana yang baik dan yang tidak baik. 
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b) Anak mumayyiz 
Fase ini berlangsung setelah usia tujuh tahun sampai dewasa. Anak 
sudah dapat membedakan secara terbatas mana yang baik dan yang 
buruk, tapi fungsi akal belum sempurna. 
c) Fase dewasa 
Yaitu, masa setelah berakhirnya masa kanak-kanak, ketika fungsi akal 
sudah sempurna. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan 
kedewasaan seseorang. Jumhur ulama menetapkan tanda yang bersifat 
personal, tapi cukup konkret, yaitu mimpi basah (ihtilam) untuk anak 
laki-laki dan khusus untuk perempuan adalah haid. Tanda-tanda 
tersebut juga dapat ditarik keumuman usianya. Sebelum tanda-tanda 
tersebut muncul, seseorang masih disebut anak meskipun telah 
mumayyiz.
35
 
b. Dari segi tujuan dan objek:36 
1) Disebutkan secara jelas tujuan dibuatnya akad tersebut, misalnya jual 
beli, sewa menyewa , bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan 
oleh ajaran Islam. 
2) Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun 
jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan 
hukum Islam atau „urf  (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan 
ajaran Islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan thoyyib. 
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c. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:37 
1) Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian , jangka 
waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh 
para pembuat akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung 
perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh 
para pembuat akad. 
2) Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang 
disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal emergency yang 
memerlukan biaya-biaya lain. 
3) Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan 
operasional pengawasan dan penelian terhadap suatu usaha 
(khususnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah). 
4) Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan 
kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan 
dengannya. 
5) Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian 
antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, 
tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya. 
6) Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya. 
d. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan:38 
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1) Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara 
lembaga keuangan dan nasabah. 
2) Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan. 
e. Pilihan hukum : ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad 
tersebut.
39
 
4. Macam-macam Akad dalam Islam 
Akad dibagi menjadi empat macam yaitu:
40
 
a. Pembagian akad ditinjau dari sifatnya 
1) Akad shahih 
Adalah Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah 
ditetapkan oleh syariat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlaku 
seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi 
pihak-pihak yang berakad. Akad shahih menurut Hanafiah dan 
Malikiyah terbagi kepada dua bagian:
41
 
a) Akad yang nafidz (bisa dilangsungkan) 
Pengertian akad nafidz adalah akad yang dilakukan oleh 
orang yang memiliki  kecakapan dan kekuasaan. Contohnya 
seperti akad yang dilakukan oleh orang yang baligh berakal dan 
cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri atau oleh wali dari 
anak yang masih dibawah umur atau wakil (orang yang diberi 
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kuasa oleh si pemilik). Hukum akad semacam ini menimbulkan 
akibat-akibat hukum secara langsung tanpa menunggu 
persetujuan orang lain.
42
 
b) Akad yang mauquf (ditangguhkan) 
Pengertian akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh 
orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan akad, tetapi ia 
tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat 
untuk melakukannya, contohnya seperti akad yang dilakukan 
oleh anak yang mumayyiz yang spekulatif (mungkin 
menguntungkan, mungkin merugikan). Hukumnya adalah akad 
semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali disetujui 
oleh orang-orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui 
akad tersebut hukumnya batal. Akan tetapi, menurut Syafi‟iyah 
dan Hanabilah, akad ini hukumnya batal.
43
 
2) Akad ghairu shahih 
Adalah Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-
syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak tidak berlaku 
dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad ghairu shahih di 
bagi dua :
44
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a) Akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya 
atau ada larangan langsung dari syara‟. Misalnya, objek jual beli 
itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan (gharar), seperti menjual 
ikan dalam lautan atau salah satu pihak tidak cakap bertindak 
hukum.
45
 
b) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi 
sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah yang 
tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga menimbulkan 
perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini dianggap sah 
apabila unsur-unsur yang menyebabkan ke-fasid-annya itu 
dihilangkan yakni dengan menjelaskan tipe, jenis dan bentuk 
rumah yang dijual tersebut.
46
 
b. Pembagian akad ditinjau dari tujuannya 
1) Akad komersial, yaitu akad yang bertujuan mencari keuntungan. 
Dengan demikian ketika menjalankan akad ini pihak lawan akad 
berusaha mendapatkan keuntungan dari akad yang dijalin begitupun 
sebaliknya. Oleh karena itu, pada akad ini biasanya terjadinya suatu 
proses yang disebut dengan tawar-menawar. Sehingga setiap orang 
tidak terkejut bila di kemudian hari mengetahui bahwa lawan akadnya 
berhasil memperoleh keuntungan dari akad yang telah mereka jalin.
47
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Contoh nyata dari akad ini ialah akad jual beli, sewa-menyewa, 
syarikat dagang, penggarapan tanah (musaqah), dan lain-lain. 
2) Akad sosial, akad yang bertujuan memberikan penghargaan, 
pertolongan, dan jasa baik atau uluran tangan kepada orang lain. 
Sehingga biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang 
sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah, 
yang mengakibatkannya butuh kepada uluran tangan saudaranya. Oleh 
karena itu, biasanya orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila 
ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, 
guna mengeruk keuntungan dari bantuan yang dia berikan.Contoh dari 
akad macam ini ialah: akad penitipan, peminjaman, dan lain-lain. 
48
 
3) Akad jaminan, akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang 
terhutang oleh salah satu pihak dari kedua orang yang menjalankan 
akad. Dan biasanya akad ini terjadi pada akad hutang-piutang, 
sehingga berbagai hukum yang berlaku pada akad hutang piutang 
berlaku pula pada akad ini. Diantaranya hukum haramnya dari barang 
yang dijaminkan kepadanya. Contoh akad macam ini adalah akad 
pegadaian (rahnu), jaminan (Hamalah atau Kafalah), transfer hutang 
(hawalah) dan lain-lain.
49
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c. Pembagian akad ditinjau dari karakternya 
Akad sesama manusia bila ditinjau dari sifat dasar akad tersebut, 
maka kita dapat mengelompokkannya menjadi tiga kelompok besar:
50
 
1) Akad yang mengikat kedua belah pihak 
Maksud kata “mengikat” di sini adalah bila suatu akad telah 
selesai dijalankan dengan segala persyaratannya, maka konsekuensi 
akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi. Bila tidak ada alasan yang 
dapat diterima secara syariat, semisal adanya cacat pada barang yang 
menjadi obyek akad tersebut, maka akad tersebut benar-benar 
mengikat keduanya. Kedua belah pihak tidak berhak untuk 
membatalkan akad tersebut tanpa seizin atau kesepakatan dari pihak 
kedua. Contoh akad jenis ini ialah akad jual beli, sewa-menyewa, 
pernikahan, dan lain-lain.
51
 
2) Akad yang mengikat salah satu pihak saja 
Sehingga dalam akad ini pihak pertama tidak berhak untuk 
membatalkan akad ini tanpa izin dan kesepakatan pihak kedua, akan 
tetapi pihak kedua berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun dia 
suka. Di antara contoh akad jenis ini adalah: akad pergadaian (ar-
rahn).
52
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3) Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak 
Masing-masing pihak berhak untuk membatalkan akad ini 
kapanpun dia suka, walaupun tanpa persetujuan dari dari pihak kedua, 
dan walaupun tanpa ada cacat pada obyek akad tersebut. Selama 
pembatalan akad jenis ini tidak menimbulkan kerugian pihak lain, 
maka sepenuhnya masing-masing pihak berwenang penuh untuk 
menarik dirinya dari akad yang telah dijalin. Contoh akad jenis ini 
adalah, akad syarikat dagang, mudharabah (bagi hasil) penitipan 
(wadi‟ah), dan lain-lain.53 
d. Pembagian akad ditinjau dari konsekuensinya 
Ditinjau dari konsekuensinya, Islam membagi akad menjadi dua 
kelompok besar:
54
 
1) Memindahkan kepemilikan barang  
Diantara bentuk akad yang berfungsi sebagai sarana pertukaran 
harta dan kepentingan adalah akad jual beli. Sehingga setelah akad 
jual beli, maka sepenuhnya pembeli berwenang untuk memanfaatkan 
barang yang telah dia beli, terutama bila barang tersebut telah dia 
terima, walaupun dia belum melunasi pembayaran. Sebagaimana 
penjual berhak sepenuhnya untuk menggunakan dana hasil 
penjualannya. 
55
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2) Tidak memindahkan kepemilikan barang 
Islam juga merestui adanya akad-akad yang bersifat terbatas 
yaitu sebatas hak guna barang. Sedangkan kepemilikan barang tetap 
seperti sedia kala tanpa terjadi perubahan sedikitpun. Dengan 
demikian wewenang kedua belah pihak terbatas pada hak guna dan 
pemanfaatan barang. Bila masa akad telah berlalu, maka barang harus 
dikembalikan kepada pemiliknya.
56
 
5. Berakhirnya Akad 
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. 
Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila 
barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi 
milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang telah berakhir  
apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. 
Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:
57
 
a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 
syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli 
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
58
 
b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 
majelis. 
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c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan cara ini disebut iqalah.
59
 
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 
oleh pihak-pihak bersangkutan. 
e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka 
waktu tertentu dan tidak diperpanjang. 
f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. 
g. Karena kematian. 
B. Sewa Menyewa dalam Perspektif Hukum Islam 
1. Pengertian Sewa menyewa (Ijārah)  
a. Ijārah menurut bahasa 
Ijārah menurut bahasa adalah transaksi yang memperjualbelikan 
manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap 
pada pemiliknya.  
b. Ijārah menurut istilah 
Secara istilah, ada beberapa definisi ijārah menurut para ulama 
mazhab: 
1) Ulama Hanafiyah 
Ulama Hanafiyah mengatakan mengatakan bahwa ijārah adalah 
akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah ta‟liq 
(menggantungkan) dalam jual beli maka ta‟liq dalam ijārah juga tidak 
sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan ijārah ke 
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masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli 
sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya.
60
 
2) Ulama Malikiyah  
Ulama Malikiyah mendefinisikan ijārah sebagai memberikan 
hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu 
disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.
61
 
3) Ulama Syafi‟iyah,  
Adapun ulama Syafi‟iyah melarang menggantungkan ijārah atas 
barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, 
kecuali menggantungkan ijārah atas tanggungan dapat menerima 
penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang 
diserahkan pada waktu tertentu.
62
 
Pendapat ulama Syafi‟iyah yang paling benar (al-ashah) dalam 
masalah ijārah atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk 
memperbarui masa sewa berakhirnya akad, dikarenakan dua masa 
sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.
63
 
Syafi‟iyah mendefinisikan ijārah sebagai akad atas suatu 
manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat 
didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata “manfaat” 
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berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya 
berlaku pada akad jual beli dan hibah. Kata “maksud” untuk 
mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang 
untuk mengucapkan kata-kata membuat capek. Kata “yang tertentu” 
mengeluarkan akad mudharabah dan ji‟alah (sayembara) atas 
pekerjaan yang tidak jelas. Dan, kata “dengan pengganti tertentu” 
mengeluarkan akad hibah, wasiat, syirkah (kongsi), dan ijārah 
(peminjaman).
64
 
4) Ijārah menurut Dewan Syariah Nasional 
Menurut Dewan Syariah Nasional, ijārah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam 
waktu tertentu meliputi pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
65
 Dengan 
demikian, dalam akad ijārah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi 
hanya perpindahan hak guna saja dari yang memiliki barang atau jasa 
kepada penyewa.
66
 
Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat 
dipahami bahwa ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. 
Transaksi yang digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak 
guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya 
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prinsip ijārah sama seperti prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada 
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada 
ijārah objek transaksi barang atau jasa.67 
2. Dasar Hukum 
Ulama berpendapat bahwa ijārah diperbolehkan. Ulama 
memperbolehkan ijārah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur‟an, Al-Sunnah 
dan ijma. Legitimasi dari Al-Qur‟an antara lain: 
a. Al-Qur‟an 
1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233: 
....  لْمةُ لْيأَ تآ  أَم لْمةُ لْمَّلأَس اأَذكِإ لْمةُ لْيأَلأَع أَح أَنةُج أَلَأَف لْمةُ أَد أَلالْوأَأ اوةُع
كِضلْرأَ لْسأَت لْنأَأ لْةُتُلْدأَرأَأ لْنكِإأَو
 كِفوةُرلْعأَملْ  كِا ۗير
كِصأَا أَنوةُلأَملْعأَ ت  أَ
كِبِ أَوَّل ا َّنأَأ اوةُمأَللْعاأَو أَوَّل ا اوةُقَّ تاأَو    
Artinya: “......Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”68 
 
Ayat di atas menjelaskan jika orang tua bermaksud hendak 
menghentikan susuan anaknya sebelum lewat masa dua tahun, dengan 
jalan musyawarah dan ada kerelaan dari suami-isteri serta dengan 
keterangan ahli bahwa menghentikan penyusuan pada waktu itu 
tidaklah mudarat kepada anak, maka tidaklah menjadi halangan sama 
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sekali menghentikan penyusuan anak itu. Dan tidaklah menjadi 
halangan jika suami menyerahkan penyusuan anak-anaknya kepada 
perempuan lain bukan ibunya. Jika telah diserahkan kepada 
perempuan lain maka berilah bayaran yang pantas menurut kebiasaan 
yang berlaku.
69
 
2) Firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 6 : 
نةُىأَروةُجةُأ َّنةُىوةُتآأَف لْمةُ أَ  أَنلْعأَضلْرأَأ لْنكِإأَف 
Artinya: “....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”. 70 
 
Ayat di atas menjelaskan menjadi kewajiban bagi suami 
memberikan tempat tinggal yang layak bagi isteri yang sedang 
menjalani masa iddah sesuai dengan kemampuan suami. Tidak 
diperkenankan bagi suami untuk mempersulit dan menyakiti hati isteri 
dengan memberikan tempat tinggal yang tidak layak. Apabila isteri 
yang ditalak ba‟in sedang hamil, maka wajib diberikan nafkah hingga 
melahirkan karena masa iddah selesai hingga isteri selesai melahirkan. 
Jika anaknya sudah lahir, maka perlu di musyawarahkan mengenai 
kesehatan terutama air susu ibu. Meskipun masa iddah selesai, 
seorang ibu sebaiknya tetap menyusui anaknya dan suaminya wajib 
memberikan upah. Perintah ayat ini kepada suami yang tetap 
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memberikan nafkah yaitu atas upah menyusui anaknya dengan harga 
yang berlaku pada umumnya meskipun isteri tersebut sudah selesai 
masa iddah. Pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan mantan istrinya. Upah ini serupa dengan 
ketentuan upah pada transaksi lainnya.
71
 
Penutup ayat diatas memberitahukan bahwa apabila di antara 
keduanya tidak menyepakatinya, maka pihak suami diperkenankan 
untuk memilih wanita lain untuk menyusukan anaknya tersebut serta 
perlu memberikan upah sesuai sebagai gantinya.
72
 
3) Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26 : 
  ةُهلْر
كِجلْأأَ لْسا كِتأَاأَأي  أَمةُهى أَد لْحكِإ لْتأَلأَ ق ۖ ةُ لْ
كِمأَاا ُّ كِوأَقلْ ا أَ لْرأَجلْأ لْسا كِنأَم أَرلْ ي أَ  َّن
كِا  
Artinya :  “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya". 
 
Ayat di atas menjelaskan pernyataan suatu pujian yang sangat 
halus dari seorang gadis terhadap seorang pria dan menyatakan bahwa 
upahilah Musa, untuk menggembalakan kambingmu, karena sebaik-
baik orang yang diupahi untuk menggembala ialah orang yang kuat 
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dalam menjaga dan mengurus kambing, seorang yang dapat 
dipercayayang tidak di khawatirkan akan menghianati amanat.
73
 
b. Hadits  
1) Hadits Riwayat Bukhari 
 أَا أَق  أَمةُهلْ نأَع ةُولّل ا أَ 
كِضأَر سٍس أَ أَع كِنلْاا لْنأَع: أَ لْعأَأأَو أَمَّلأَسأَو 
كِولْيأَلأَع ةُوَّل ا  َّلأَص ُّ كِبَِّن ا أَمأَجأَ لْح
كِا  كِذَّ ا 
 ةُهأَر لْجأَأ ةُوأَمأَجأَح . ( ُّ كِر أَ ةُ لْ ا ةُهاأَوأَر)
74  
Artinya : “Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Beliau Nabi pernah 
berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.” (HR. 
Bukhari).
75
 
 
Hadits di atas menjelaskan Rasulullah memperbolehkan 
memberikan upah kepada yang memberikan jasa. Rasulullah sendiri 
pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya. 
Seandainya berbekam dan memberikan upahnya itu makruh, niscaya 
nabi tidak akan melakukannya. Jasa bekam yang dilakukan oleh 
pembekam terhadap nabi dibayar karena hal ini tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam.
76
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2) Hadits Riwayat Ibnu Majah 
 أَا أَق أَرأَمةُع كِنلْا
كِا كِوَّل اكِدلْ أَع لْنأَع : أَمَّلأَسأَو 
كِولْيأَلأَع ةُوَّل ا  َّلأَص كِوَّل ا ةُالْوةُسأَر أَا أَق :الْوةُ لْعةُأ  ةُهأَر لْجأَأأَرلْ ي
كِجأَالْا
 ةُوةُق ةُرةُع َّفكِأَيَ لْنأَأ أَللْ أَ ق
77  
Artinya : “Dari Abdillah Ibn „Umar r.a. beliau berkata: “ 
RasullahSAW Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering 
keringatnya.”78 
 
Hadits di atas menjelaskan ketika pekerjaan selesai, maka 
diwajibkan majikan  memberikan upahnya kepada pekerja, karena di 
dalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.
79
 
c) Ijma‟ 
Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma‟ bahwa 
ijārahdibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Mengenai kebolehan 
ijārahpara ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah 
kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda 
pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.
80
Jelaslah bahwa Allah 
SWT telah mensyari‟atkan ijārah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan 
ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijārah. 
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3. Rukun dan Syarat Ijārah 
Rukun-rukun dan syarat-syarat ijārah adalah sebagai berikut:81 
a. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa 
atau upaah-mengupah.Mu‟jir adalah yang menerima upah dan 
menyewakan,musta‟jir adalah orang yang memberikan upah untuk 
menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah:82 
1) Baligh 
2) Berakal 
3) Cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta),  
4) Saling meridhai. 83 
Bagi orang yang berakad ijārah juga disyaratkan mengetahui 
manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 
mencegah terjadinya perselisihan. 
b. Shighat ijab qabul antara mu‟jir dan musta‟jir, ijab kabul sewa-menyewa 
misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, 
maka musta‟jir menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga 
demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang 
berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah 
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setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian musta‟jir menjawab “Aku akan 
kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.84 
c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 
dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
85
 
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 
syarat berikut ini.
86
 
1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 
kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa). 
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 
menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu 
yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
4. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa 
Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang 
dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau menerima 
sewa.
87
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a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu‟jir), yaitu:88 
1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaannya. 
2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang 
yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah mempermilikkan 
manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut. 
3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang 
disewakan kepada orang yang menyewakan. 
4) Pihak yang menyewakan memelihara barang yang disewakannya, 
seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang 
disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh 
penyewa. 
b. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (musta‟jir), yaitu:89 
1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaannya. 
2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaannya oleh orang 
lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakannya. Kecuali di waktu 
sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, 
maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai. 
3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa 
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan. 
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5) Penyewa harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali 
rusak sendiri. 
6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang 
sewaan karena kelalainnya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena 
kelalainnya sendiri. 
5. Sifat dan Hukum Ijārah 
a. Sifat Ijārah 
Ijārah menurut ulama Hanafiyah adalah akad lazim (mengikat), 
hanya saja boleh dibatalkan (fasakh) dengan sebab adanya uzur, secara 
hukum asal, fasakh bukanlah termasuk dalam memenuhi akad. 
Sedangkan menurut mayoritas (jumhur) ulama, ijārah adalah akad lazim 
(mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang 
dapat membatalkan akad-akad lazim, seperti cacat atau hilangnya objek 
manfaat. Selain itu karena, akad ijārah adalah akad mu‟awadhah (tukar-
menukar) maka tidak dapat dibatalkan seperti jual beli.
90
 
Sedangkan menurut mayoritas (jumhur) ulama dari kalangan 
Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, ijārah tidak batal dengan 
meninggalnya salah satu pelaku akad karena ijārah adalah akad lazim 
dan akad mu‟awadhah, maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku 
akad, sama seperti jual beli.
91
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Dalam ijārah barang (ijārah „ain), hak khiyar aib ditetapkan pada 
fisik barang yang disewakan, seperti terputusnya air sumur untuk tanah 
pertanian dan rusaknya roda mobil. Sedangkan dalam ijārah dzimmah 
(dalam tanggungan) maka tidak ada khiyar aib. Jika fisik barang yang 
disewakan menjadi cacat, maka pemilik wajib menggantinya. Juga tidak 
ada khiyar majlis dan khiyar syarat dalam akad ijārah termasuk akad 
gharar (mengandung unsur penipuan), dan akad khiyar juga mengandung 
gharar maka tidak boleh menggabungkan sebuah gharar kepada gharar 
lain.
92
 
b. Hukum Ijārah 
Hukum ijārah shohih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa 
dan tetapnya upah bagi pekerja, sebab ijārahtermasuk jual beli 
pertukaran, hanya dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijārahrusak 
menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat 
tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari 
kesepakatan pada waktu akad.
93
 
6. Berakhirnya Sewa Menyewa 
a. Ijārah habis dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. 
Ijārah habis menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita 
ketahui dalam pembahasan sifat ijārah, dengan meninggalnya salah satu 
pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan 
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dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijārah itu terjadi setahap demi 
setahap, sehingga ketika muwarris (orang yang mewariskan) meninggal 
maka manfaatnya menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya 
mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad ijārah perlu diperbaharui 
dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. 
Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka ijārah-nya tidak 
batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang 
melakukan akad.
94
 
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijārah tidak batal (fasakh) 
dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah 
akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Yaitu bahwa penyewa memiliki 
kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal 
itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, ijārah dapat batal dengan 
meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui, 
karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu perempuan 
yang menyusui.
95
 
b. Ijārah habis dengan pengguguran akad (iqalah). 
Ijārah juga habis dengan pengguguran akad (iqalah). Hal itu 
karena akad (iqalah). Hal itu karena akad ijārah adalah akad 
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mu‟awadhah (tukar menukar) harta dengan harta, maka dia 
memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
96
 
c. Ijārah habis dengan rusaknya barang yang disewakan 
Ijārah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik 
seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya 
barang yang dijadikan sebab sewa. Seperti baju yang disewakan untuk 
dijahit atau diputihkan, karena tidak mungkin mengambil ma‟quud „alaih 
(yaitu manfaat) setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya 
melanjutkan akad.
97
 
d. Ijārah habis dengan sebab habisnya masa ijārah 
Ijārah akan berakhir dengan sebab habisnya masa ijārah kecuali 
karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas nya 
itu. oleh karenanya, akad ijārah menjadi batal dengan sebab habisnya 
masa ijārah kecuali jika disana terdapat uzur (halangan), seperti masa 
ijārah habis dan di tanah yang di sewa terdapat tanaman yang belum 
dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa 
dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ijārah 
dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang 
disepakati oleh fuqaha.
98
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e. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X 
tentang Ijārah pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad ijārah dapat diubah, 
diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.” 99 
C. Perjanjian Sewa Menyewa dan Wanprestasi dalam Hukum di Indonesia 
1. Perjanjian dan Wanprestasi 
a. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad 
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih 
saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta 
kekayaan. 
100
 
Berdasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 
1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam pasal 1319 
KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam 
perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan 
perjanjian innominaat (tidak bernama). 
1) Perjanjian Bernama (nominaat)  
Istilah kontrak nominaat merupakan terjemahan dari nominaat 
contract. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama 
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atau benoemde dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan 
perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUHPerdata. 
Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi:  
”Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, 
maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 
peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. 
MisalnyaPerjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, 
pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.
101
 
2) Perjanjian Tidak Bernama (innominaat)  
Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, 
tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian 
tidak bernama ini diatur di dalam Buku III KUHPerdata, hanya ada 
satu pasal yang mengatur tentang perjanjian innominaat, yaitu Pasal 
1319 KUHPerdata yang berbunyi: Semua perjanjian, baik yang 
mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu 
nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab 
ini dan bab yang lalu.
102
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b. Syarat Sahnya Perjanjian 
Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat 
sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:
103
 
1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan 
bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus 
bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari 
perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang 
satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lalu. Mereka menghendaki 
sesuatu yangsama secara timbal balik. Si penjual menginginkan 
sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari 
si penjual.
104
 
2) Kecakapan bertindak 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 
yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 
mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang 
ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. 
Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah 
                                                          
103
 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 123. 
104
 Ibid. 
65 
 
  
26 
menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum adalah:
105
 
a) Anak di bawah umur (minderjarigheid) 
b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 
c) Istri (Pasal 1330 KUHPerdata), tetapi dalam perkembangannya, 
istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA 
No. 3 tahun 1963 
3) Adanya Objek Perjanjian 
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi 
adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas 
perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas : 
106
 
a) Memberikan sesuatu  
b) Berbuat sesuatu; dan 
c) Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdata) 
4) Adanya kausa yang halal 
  Dalam pasal 1320 KUHPerdata, tidak dijelaskan pengertian  
arzaak (kausa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUHPerdata, hanya 
disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila 
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bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 
umum. 
107
 
c. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 
antara kreditur dengan debitur.
108
 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya 
janji dapat terjadi baik karena disengaja atau tidak disengaja.
109
 
Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi 
kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang 
telah diperjanjikan.
110
 
Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang 
menyatakan bahwa: 
“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya 
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya, atau jika sesuatu diberikan atau dibuatnya, hanya 
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya”.111 
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Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru 
wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:
112
 
1) Sama sekali memenui prestasi. 
2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 
3) Terlambat memenuhi prestasi. 
4) Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi 
dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:
113
 
1) Keadaan memaksa (overmacht / force mejeur). 
2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. 
Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat 
diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk 
melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana 
tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di bagi dua yaitu:
114
 
1) Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat 
dilaksanakan oleh siapapun. 
2) Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih 
dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur. 
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Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat 
yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih 
banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.
115
 
Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan 
wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau 
pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa 
kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka 
waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.
116
 
Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dapat dikatakan bahwa 
debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling).
117
 
Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUHPerdata 
adalah: 
1) Surat Perintah 
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 
penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan 
secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus 
prestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”. 
2) Akta sejenis 
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaries. 
3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. 
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Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan 
saat adanya wanprestasi. 
Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan 
wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsure, yaitu:
118
 
1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan. 
2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif 
yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan 
timbul. Maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli 
dapat menduga keadaan demikian akan timbul. 
3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, 
artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.
119
 
Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan 
bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta 
pembatalan perikatan. 
d. Perjanjian dan Wanprestasi  
Dalam Pasal 1313 KUHPedata, bahwa suatu persetujuan adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap orang lain atau lebih. Oleh karena itu persetujuan yang dibuat 
tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.
120
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Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari 
perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi 
tersebut dapat berupa:
121
 
1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan. 
2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan  
isi perjanjian. 
3) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian. 
4) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan. 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak 
yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, 
pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara 
kalau sampai di pengadilan.
122
 
Dalam pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-
undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian 
yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti 
perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih 
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orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan 
kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.
123
 
e. Anak dan Wanprestasi 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan 
bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan 
termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala 
kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah 
dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 
tahun.
124
 
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana (UU No. 11 Tahun 2012). Anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
125
 
Anak berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan 3 yaitu: 
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1) Pelaku 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak 
adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum 
berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana.
126
 
2) Saksi  
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Saksi adalah anak yang berumur delapan belas tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
127
 
3) Korban 
Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
Anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
128
 
Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat 
dihukum, tetapi harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif 
sangatlah penting. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 
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pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 
adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.
129
 
2. Perjanjian Sewa-Menyewa 
a. Sewa Menyewa 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sewa 
adalah, pemakaian sesuatu dengan membayar uang, sedangkan menyewa 
adalah, memakai (meminjam/menampung) dengan membayar 
uangsewa.
130
 Sewa menyewa dalam KUHPerdata Pasal 1548 diartikan, 
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatubarang, 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang 
oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.
131
 
Menurut Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang 
menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak 
penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.
132
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 Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”, 
Jurnal Ahkam, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 82. 
130
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833. 
131
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
132
 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1991),hlm .220. 
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b. Perjanjian Sewa Menyewa 
Perjanjian  sewa-menyewa  diatur  di  dalam  bab  VII  Buku  III  
KUHPerdata yang berjudul “Tentang  Sewa-Menyewa”  yang meliputi 
Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Definisi perjanjian 
sewa-menyewa  menurut Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 
Perjanjian  sewa-menyewa  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 
pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu 
dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut 
belakangan telah disanggupi pembayaranya. 
1) Ciri-ciri perjanjian sewa menyewa adalah:  
a)  Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama 
adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai 
barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang 
membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam 
perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak  untuk  diri  sendiri,  
kepentingan  pihak  lain,  atau  kepentingan badan hukum tertentu. 
b) Ada  unsur  pokok  yaitu  barang,  harga,  dan jangka  waktu  sewa.  
Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik 
bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang 
berupa sebagai imbalan atas pemakaian  benda  sewa.  Dalam  
perjanjian  sewa-menyewa  pembayaran sewa  tidak  harus  berupa  
uang  tetapi  dapat  juga  mengunakan  barang ataupun  jasa  (Pasal 
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1548 KUHPerdata). Hak  untuk  menikmati  barang yang 
diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang 
ditentukan kedalam perjanjian.
133
 
2) Pihak Yang Terlibat dalam Sewa Menyewa 
Dalam perjajian sewa-menyewa, pihak-pihak yang terlibat 
dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah: 
a) Pihak yang menyewakan: Pihak yang menyewakan adalah orang 
atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada 
pihak lainnya untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada 
penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus 
pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak 
penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan 
orang lain.  
b) Pihak Penyewa: Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum 
yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. 
Obyek barang yang dapat disewakan menurut Hofmann dan De 
Burger, yang dapat disewa adalah barang bertubuh saja, namun ada 
pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar 
berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja 
yang dapat menjadi obyek sewa melainkan hak-hak juga dapat 
disewa, pendapat ini diperkuat dengan adanya putusan “Hoge 
Raad” tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap kemungkinan 
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 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1995), hlm. 40.  
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ada persewaan suatu hak untuk memburu hewa (jachtrecht).
134
 
Pihak yang menyewakan belum tentu adalah pihak pemilik barang 
atau jasa yang disewakan kepada pihak penyewa. Tujuan dari 
diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan 
hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan 
berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai 
hak atas benda tersebut. 
Dalam pasal 1559 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa:  
Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperizinkan, tidak 
diperbolehkan mengulang sewaktu barang, yang disewanya, 
ataupun melepas sewanya kepada orang lain, atas ancaman 
pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi, dan 
bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan 
itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa.  
 
3) Kewajiban Pihak yang Menyewakan dan Penyewa 
Pasal 1550 KUHPerdata menyebutkan bahwa terdapat 3 
kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu: 
i. Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.  
ii. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga 
barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan  
iii. Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari 
barang yang disewakan selama berlangsung perjanjian.
135
 
Pihak yang menyewakan haruslah menyerahkan barang yang 
disewakan kepada pihak penyewa dalam keadaan yang sebaik-
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 Wiryono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, 1991),hlm. 50. 
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 Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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baiknya. Penyerahan dalam perjanjian sewa menyewa adalah 
penyerahan yang dilakukan secara nyata. Sesuai dengan kedudukan 
penyewa atas barang yang disewa, maka dengan penyerahan barang 
yang disewa, maka dengan penyerahan barang dibawah penguasaan 
penyewa sudah terjadi penyerahan.
136
 
Pasal 1560 menyebutkan 2 kewajiban utama pihak penyewa, 
yaitu: 
i. Memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah 
yang baik (goed huis vader) sehingga seolah-olah milik sendiri.  
ii. Membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditetapkan137 
4) Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa 
Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai 
dengan berakhirnya perjajian pada umumnya sebagaimana diatur 
dalam pasal 1381 KUHPerdata. Secara khusus, perjanjian sewa 
menyewa dapat berakhir karena dua hal, yaitu:    
a) Masa sewa berakhir  
Pasal 1570 KUHPerdata menyatakan apabila perjanjian ini 
dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa ini berakhir 
demi hukum tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. 
Sedangkan menurut pasal 1571 KUHPerdata, apabila perjanjian 
sewa menyewa dibuat secara lisan, maka sewa tidak berakhir pada 
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 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm .223. 
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 Pasal 1560 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
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waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak 
menghentikan sewanya, dengan memperhatikan tenggang- 
tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan menurut 
kebiasaan setempat.
138
 
b) Terpenuhinya syarat tertentu dalam perjanjian sewa menyewa  
Pasal 1575 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian sewa 
menyewa tidak berakhir karena ada salah satu pihak yang 
meninggal dunia. Seluruh kewajiban haknya diteruskan kepada ahli 
warisnya. Selain itu, perjanjian sewa menyewa juga tidak dapat 
diputus apabila barang yang disewakan beralih hak kepemilikannya 
melalui jual beli, kecuali jika telah ditentukan sebelumnya dalam 
perjanjian tersebut.
139
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KECAMATAN JIWAN DAN PRAKTIK AKAD 
SEWA MENYEWA KAMERA 
A. Gambaran Umum Kecamatan Jiwan 
Kecamatan Jiwan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Madiun. 
Gambaran umum wilayah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun antara lain 
sebagai berikut: 
1. Aspek Geografis 
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi  
Kecamatan Jiwan terbagi atas 14 desa. Keseluruhan dan luas 
wilayah 33,76 km². Kecamatan Jiwan merupakan salah satu dari 15 (lima 
belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun.  
Adapun batas wilayah Kecamatan Jiwan  adalah sebagai berikut:  
1)  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sawahan  Kabupaten 
Madiun. 
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Takeran Kabupaten 
Magetan. 
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mangunharjo Kota 
Madiun. 
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maospati  Kabupaten 
Magetan. 
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Secara administratif kewilayahan, Desa di kecamatan ada 14 Desa 
diantaranya Desa  Sambirejo, Desa  Metesih , Desa  Bukur, Desa  Jiwan, 
Desa  Sukolilo, Desa  Kincang Wetan, Desa  Kwangsen, Desa  
Grobogan, Desa   Teguhan, Desa  Ngetrep, Desa  Bedoho, Desa Bibrik, 
Desa Klagenserut dan Desa Wayut. 
Tabel 1 
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Jiwan
1
 
No  Kelurahan/Desa Luas (km²) Presentase terhadap luas 
kecamatan 
1 Bukur 1,71 05,07 
2 Sambirejo 1,72 05,09 
3 Metesih 2,4916 07,38 
4 Jiwan 2,437 07,22 
5 Sukolilo 3,31 09,80 
6 Kincang Wetan 3,428 10,15 
7 Kwangsen 1,44 04,27 
8 Grobogan  2,1 06,22 
9 Wayut 3,508 10,39 
10 Klagenserut 3,2 09,48 
11 Teguhan 2,49 07,38 
12 Ngetrep 1,16 03,44 
13 Bedoho 1,076 03,19 
14 Bibrik 3,69 10,93 
Kecamatan Jiwan 33,76 100.00 
                                                          
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, Kecamatan Jiwan Dalam Angka Jiwan Sub 
District in Figure 2019, ( Madiun: CV Azka Putra Permana, 2019), hlm. 5.  
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b. Iklim  
Keadaan iklim di Kecamatan Jiwan ditandai dengan keadaan curah 
hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai 
dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah 
dan bulan kering. Kecamatan Jiwan dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim 
pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20° - 35° C.   
 Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan 
dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Rata-rata hari 
hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret 
dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga 
Oktober. 
Tabel 2 
Jumlah hari dan curah hujan
2
 
Bulan  Hari Hujan Jumlah Curah Hujan 
Januari 13 373 
Februari 9 222 
Maret 11 286 
April 5 111 
Mei 1 6 
Juni 1 16 
Juli - - 
Agustus - - 
September - - 
Oktober - - 
Nopember 8 237 
Desember 10 219 
Jumlah/ Total 58 1470 
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 Ibid., hlm. 7. 
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2. Aspek Demografis 
a. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Jiwan  per  Desember  Tahun 2018 
adalah 59.502  jiwa yang terdiri dari 29.502 laki-laki dan 29.937  
perempuan yang tersebar di 14 (empat belas) desa. 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Per Tahun 2018.
3
 
No  Desa Jenis Kelamin Jumlah  
Laki-laki Perempuan 
1 Bukur 1.593 1.668 3.261 
2 Sambirejo 2.183 2.289 4.472 
3 Metesih 2.181 2.105 4.286 
4 Jiwan 3.356 3.367 6.723 
5 Sukolilo 2.777 2.625 5.402 
6 Kincang Wetan 3.768 3.897 7.665 
7 Kwangsen 1.559 1.524 3.083 
8 Grobogan  2.188 2.215 4.403 
9 Wayut 2.361 2.686 5.047 
10 Klagenserut 1.988 1.920 3.908 
11 Teguhan 2.202 2.245 4.447 
12 Ngetrep 838 844 1.682 
13 Bedoho 554 594 1.148 
14 Bibrik 1954 1958 3.912 
Jumlah Total 29.502 29.939 59.439 
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 Seksi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Jiwan 
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b. Potensi Pendidikan di Kecamatan Jiwan 
Bidang pendidikan kecamatan Jiwan memiliki sarana pendidikan 
atau sekolah yang berjenjang baik dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. 
Jumlah murid TK baik negeri dan swasta di sekolah umum yakni 
sebanyak 825, murid SD sebanyak 2829, murid SMP sebanyak 1137, 
sedangkan untuk murid SMA sebanyak 2924 siswa. Untuk lebih jelasnya 
akan dijabarkan dalam bentuk tabel. 
Tabel 4 
1) jumlah murid Sekolahan umum di Kecamatan Jiwan4 
No Kelurahan/
Desa 
TK SD SMP SMA 
N S N S N S N S 
1   1 Bukur - 15 88 - - - - - 
2 Sambirejo - 81 125 - - - - - 
3 Metesih - 28 160 - - - - - 
4 Jiwan 124 - 364 - - - - - 
5 Sukolilo - 91 338 - - - - - 
6 Kincang 
Wetan 
- 187 455 - 876 - 1402 - 
7 Kwangsen - 34 184 - - - - - 
8 Grobogan  - 78 233 - - - - - 
9 Wayut - 22 189 - 261 - 1184 - 
10 Klagenserut - 24 84 - - - - - 
11 Teguhan - 82 301 - - - 338 - 
12 Ngetrep - 25 71 - - - - - 
13 Bedoho - 13 61 - - - - - 
14 Bibrik - 21 176 - - - - - 
Jumlah Total 124 701 2829 - 1137 - 2924 - 
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 Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 2017 
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Tabel 8 
2) Jumlah murid sekolah Islam di Kecamatan Jiwan.5 
No Kelurahan/Desa MI MTS MA 
N S N S N S 
1 Bukur - 282 - - - - 
2 Sambirejo - - - - - - 
3 Metesih - - - - - - 
4 Jiwan - - - - - - 
5 Sukolilo - 129 - - - - 
6 Kincang Wetan - - - - - - 
7 Kwangsen - 72 - - - - 
8 Grobogan  - - - - - - 
9 Wayut - - - - - - 
10 Klagenserut 298 - - - - - 
11 Teguhan - - 558 - - - 
12 Ngetrep - 72 - - - - 
13 Bedoho - - - - - - 
14 Bibrik - 108 - - - - 
Jumlah Total 298 663 558 - - - 
 
B. Gambaran Umum Tempat Penyewaan Kamera di Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun 
Di dalam penelitian ini penulis meneliti 3 tempat penyewaan kamera 
antara lain sebagai berikut: 
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1. Konter Kiki Kamera 
Tempat penyewaan Kiki Kamera mulai berdiri tahun 2015, awal mula 
bisnis tersebut adalah melihat banyaknya teman yang rental kamera ke 
tempat lain sehingga membuka usaha keluarga sendiri.
6
 Pemilik konter 
kamera yakni bernama Kiki dan membuka cabang Kiki Kamera di daerah 
Barat Kabupaten Madiun yang dijalankan bersama adiknya yang bernama 
Vinna Veronica dan suaminya. Sampai saat ini Kiki Kamera memiliki 
sekitar 50 kamera. Jenis kamera yang dimiliki antara lain canon eos 60D, 
700D, 600D, 550D, 500D, 1300D, 1200D, 1100D serta xiomi. Dalam satu 
bulan sekitar 200 an yang menyewa kamera. Lokasi tempat penyewaan 
berada di jalan cadang, rt/rw 12/04, Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun.
7
 
2. Konter Vinna Kamera 
Tempat penyewaan Vinna Kamera memulai bisnis mulai tahun 2015 
dengan niat awal untuk iseng-iseng memanfaatkan kamera yang dimiliki 
dan mendapat respon yang baik dari teman-temannya. Dengan adanya 
respon yang baik dia mulai membuka usaha sewa menyewa kamera kecil-
kecilan di rumahnya sebagai bisnis sampingan. Pemilik konter kamera ini 
bernama Vinna Ardia yang sekarang masih menjadi mahasiswa. Pertama 
kali dia hanya memiliki 4 kamera yaitu canon 1100D, canon 1200D, nikon 
D3100, dan nikon colpix L20. Dalam sebulan sekitar 10-13 orang yang 
                                                          
6
 Kiki dan Vinna Veronica, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, jam 
20.00-21.00 WIB. 
7
 Ibid.  
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menyewa kameranya.
8
 Lokasi tempat penyewaan berada di Desa 
Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 
3. Konter Ayu Kamera 
Tempat penyewaan Ayu Kamera berdiri sejak tahun 2014 saat dia 
masih sekolah di bangku SMK.  Awal memulai bisnis yakni saat ada teman 
yang menyewa kamera kemudian semakin berkembang dan uang dari sewa 
dibelikan kamera lagi. Berawal dari memiliki satu kamera dan sekarang 
memiliki 2 kamera  yaitu canon 500D dan canon 1200D. Dalam satu bulan 
terdapat sekitar 10 orang yang menyewa kamera.
9
 Dia menjadikan sewa 
menyewa kamera ini sebagai bisnis sampingan dirumah. Para penyewa yang 
akan menyewa bisa datang langsung ke rumahnya dan menanyakan kamera 
secara langsung. Lokasi tempat penyewaan berada di Desa Sukolilo 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
10
 
C. Praktik Akad Sewa Meyewa Kamera 
Sewa menyewa merupakan suatu rutinitas pemanfaatan barang tanpa 
berpindahnya suatu hak kepemilikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat 
Kecamatan Jiwan dalam melakukan kegiatan mengabadikan momen , biasanya 
berupa sewa menyewa kamera. Mudahnya transaksi sewa  menyewa kamera 
membuat masyarakat Kecamatan Jiwan melakukan transaksi tersebut 
                                                          
8
 Vinna Ardia Garini, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 8 November 2019, jam 
13.15-14.15 WIB. 
9
 Ayu Putri Aprilia, Pemilik Kamera, Wawanacara Pribadi, 6 November 2019, jam 
16.00-17.00 WIB. 
10
 Ibid.  
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dikarenakan kualitas kamera yang memadai, harga yang terjangkau dan syarat 
yang mudah dipenuhi sebelum meminjamnya. Adapun data yang didapat oleh 
penulis adalah sebagai berikut: 
1. Objek dan Subjek Sewa Menyewa 
Objek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Kecamatan Jiwan 
biasanya dengan objek kendaraan bermotor, peralatan nikahan, kamera dan 
lainnya, namun dalam penelitian ini terkhusus pada kamera. Adapun dalam 
praktiknya ini, kamera yang disewakan terdapat berbagai macam jenis dan 
spesifikasinya. Untuk lamanya waktu peminjaman sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati antara yang menyewakan kamera dengan 
penyewa.  
Adapun subjek sewa menyewa kamera merupakan penduduk desa 
setempat dan masyarakat yang mengetahui keberadaan tempat penyewaan 
kamera tersebut.
11
 Mayoritas yang melakukan transaksi tersebut adalah 
anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dimana sebagian penyewa 
belum paham dan mengerti tentang sewa menyewa. 
2. Ijab dan qabul 
Dalam melakukan transaksi akad sewa menyewa kamera ijab dan 
qabul yang digunakan berupa lisan dan tulisan. Akad lisan biasanya berupa 
ucapan “ini kamera 1100d satu harinya (24 jam) dengan biaya sewa 100 ribu 
rupiah”, lalu penyewa berkata “baiklah, saya menyewa kamera itu 
                                                          
11
 Kiki dan Vinna Veronica, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, 
jam 20.00-21.00 WIB. 
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mbak/mas”, namun sebelum terjadinya akad pihak yang menyewakan 
menjelaskan sedikit tentang kamera tersebut. Sedangkan akad tulisan 
biasanya berupa tanda bukti nota yang diberikan oleh pihak yang 
menyewakan kepada penyewa.
12
 
Proses akad dilakukan di tempat konter atau rumah yang  
menyewakan kamera , seperti halnya di tempat konter Kiki Kamera, di 
rumah Ayu dan Vinna. Adapun sistem pembayaran juga berbeda-beda: 
pertama, pembayaran lunas ketika kamera disewakan. Kedua, pembayaran 
dengan uang muka atau DP, yang baru dilunasi ketika kamera dikembalikan 
ke tempat penyewaan.
13
 
Kebanyakan dari pihak yang menyewakan memberikan denda apabila 
terjadi keterlambatan dalam pengembalian kamera. Ada beberapa penyewa 
yang mengaku pernah mendapatkan denda karena keterlambatan 
pengembalian, tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.
14
 Bahkan ada pihak 
penyewa yang mengganti kerugian akibat kurang teliti saat menyewa 
kamera. Contoh halnya adalah saat tutup kamera hilang sebelum kamera 
dipakei, yang hilangnya belum pasti saat di konter atau di jalan semasa 
kamera dibawa pulang. Dalam praktik sewa menyewa kamera ini mayoritas 
                                                          
12
 Kiki dan Vinna Veronica, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, 
jam 20.00-21.00 WIB. 
13
 Vinna Ardia Garini, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 8 November 2019, jam 
13.15-14.15 WIB. 
14
 Kiki dan Vinna Veronica, Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, 
jam 20.00-21.00 WIB. 
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penyewa merupakan anak-anak dibawah umur yang masih belum cakap 
hukum.
15
 
Ada beberapa penyewa mengaku menyewakan kamera kepada anak-
anak kecil (SD atau SMP), tidak sesuai dengan nota yang sudah tercantum 
dalam akad tertulis. Bahkan dari pihak penyewa kamera yang diwawancarai 
didapatkan data bahwa mereka diperbolehkan meminjam kamera tanpa 
menyertakan identitas. Padahal dalam syarat dan ketentuan sudah 
dicantumkan bahwa syarat wajib menyewa kamera adalah menyertakan 
identitas asli berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar atau dengan jaminan asli baik 
berupa STNK maupun BKPB. 
Disini penulis akan menjelaskan data yang diperoleh dari jasa 
penyewaan kamera dan pihak yang menyewa kamera.
16
 
a. Jasa Penyewaan Kamera 
1) Praktik Kiki Kamera 
Di tempat penyewaan Kiki Kamera dalam proses penyewaan 
kamera yaitu secara langsung bertatap muka, pihak penyewa datang 
langsung ke konter dan mencari kamera yang hendak disewa, 
kemudian pemilik konter atau karyawan menjelaskan daftar kamera 
dan harga sewa kamera setiap 24 jam (sehari) serta menjelaskan 
sekilas mengenai kamera tersebut. Apabila penyewa setuju maka 
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 Kiki, Vinna, dan Ayu,  Pemilik Kamera, Wawancara Pribadi, 6 November 2019, jam 
20.00-21.00 WIB. 
16
 Putri Ramadhani, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 4 November 2019, jam 
19.15-19.45 WIB. 
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penandatangan akad tertulis dilakukan dengan pembayaran uang muka 
(DP) atau pelunasan langsung. Kemudian kamera boleh dibawa oleh 
pihak penyewa kamera dengan pengembalian sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuat diawal.
17
 
2) Praktik Vinna Kamera 
Dalam proses penyewaan kamera yaitu secara langsung bertatap 
muka, pihak penyewa datang langsung ke rumah Vinna sebagai 
pemilik kamera, kemudian Vinna menjelaskan kamera yang dimiliki 
dan tarif sewa menyewa. Akad dilaksanakan secara lisan secara lisan 
seperti contohnya, pemilik kamera mengucapkan “ini saya memiliki 4 
yaitu kamera canon 1100d dengan tarif 100/24jam, canon 1200d 
dengan tarif 110/24 jam, nikon D3100 dengan tarif 100/24 jam , dan 
kamera nikon colpix L20 dengan tarif 110/24 jam, jadi mau menyewa 
yang mana?”. Lalu penyewa biasanya menjawab “saya sewa yang 
canon 1200d saja mbak”, dan Vinna sebagai pemilik kamera 
menjawab “oke dek, itu kameranya besuk dikembalikan di jam yang 
sama seperti peminjaman ini ya”. Dengan adanya ucapan persetujuan 
dari kedua belah antara pihak pemilik dan penyewa kamera, maka 
kamera dibawa oleh penyewa dengan disertai dengan pembayaran 
yang telah disepakati.
18
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3) Praktik Ayu Kamera 
Praktik sewa menyewa kamera di Ayu Kamera dimulai sejak 
tahun 2014 saat dia masih sekolah di bangku SMK.  Awal memulai 
bisnis yakni saat ada teman yang menyewa kamera kemudian semakin 
berkembang dan uang dari sewa dibelikan kamera lagi. Kamera yang 
dimiliki ada 2 yaitu canon 500D dan canon 1200D. Dalam satu bulan 
terdapat sekitar 10 orang yang menyewa kamera.
19
 
Dalam proses penyewaan kamera di Ayu Kamera yaitu secara 
langsung bertatap muka, pihak penyewa datang langsung ke rumah 
Ayu sebagai pemilik kamera, kemudian Ayu menjelaskan kamera apa 
saja yang dimiliki dan tarifnya. Dalam perjanjian atau akad nya 
menggunakan akad lisan contohnya, “saya memiliki 2 kamera dek, 
yaitu canon 500d dengan tarif 85/24 jam dan canon 1200d dengan 
tarif 95/24 jam itu nanti dibawakan cash, tas dan kartu sd”, penyewa 
menjawab “saya menyewa kamera canon 500d mbak, ini uangnya”. 
Dengan adanya ucapan persetujuan dari kedua belah pihak maka 
kamera dibawa oleh penyewa dan penyewa harus membayar uang 
secara langsung saat sesudah dicapainya persetujuan.
20
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 Ayu Putri Aprilia, Pemilik Kamera, Wawanacara Pribadi, 6 November 2019, jam 
16.00-17.00 WIB. 
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  Ibid.  
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b. Pihak yang Menyewa Kamera 
1) Putri Ramadhani 
Putri ramadhani dalam hal ini dia sebagai penyewa berusia 12 
tahun.Dia pernah melaksanakan transaksi sewa menyewa kamera 
sebanyak 3x di tempat Kiki Kamera. Dalam proses penyewaan dia 
datang langsung ke konter Kiki Kamera, lalu pihak konter 
menjelaskan kamera apa saja yang tersedia dan tarif harganya. Setelah 
disepakati dan dibuat nota maka penyewa membayar sejumlah tarif 
kamera yang hendak disewa. Berhubung penyewa masih kelas SD 
belum memiliki KTP/SIM sebagai identitas jaminan maka dia tidak 
meninggalkan apapun, hanya saja ditanyai nama, kelas, nomor hp dan 
alamat.
21
 
2) Oktavia Fadila 
Oktavia Fadila merupakan seorang penyewa kamera berusia 15 
tahun yang pernah menyewa kamera sekitar 10x lebih di tempat Kiki 
Kamera dan Ayu Kamera. Dalam proses penyewaan dia datang 
langsung ke konter Kiki Kamera, lalu dia memilih kamera yang 
diinginkan dan membayar tarif yang sudah tertera. Sebelum kamera 
dibawa pihak Kiki Kamera menanyakan nama, nomor HP dan alamat 
rumah dikarenakan dia sudah beberapa kali menyewa kamera di Kiki 
Kamera maka diperbolehkan tanpa meninggalkan identitas sebagai 
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 Putri Ramadhani, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 4 November 2019, jam 
19.15-19.45 WIB. 
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jaminan. Pihak Kiki Kamera menjelaskan sekilas tentang kamera yang 
akan disewa dan membuat nota sebagai tanda bukti.
22
 
Sedangkan saat proses menyewa kamera di tempat Ayu Kamera 
dia datang langsung ke rumah Ayu sebagai pemilik kamera, lalu pihak 
ayu sebagai pemilik menjelaskan kamera apa saja yang dimiliki 
beserta tarif harganya. Akad yang dilaksanakan yaitu berupa akad 
lisan dimana setelah membayar uang sewa maka kamera boleh 
dibawa. Dan untuk identitas asli dia tidak menggunakan karena 
tetangga dekat.
23
 
Saat menyewa kamera dia pernah mengalami ganti rugi yang 
disebabkan oleh hilangnya tutup kamera. Pada awalnya dia tidak 
menyadari bahwa tutup kamera yang dipinjam hilang sebelum kamera 
dipakai. Setelah menyadari pihak pemilik kamera meminta untuk 
mengganti rugi dengan cara membelikan tutup kamera seperti yang 
hilang bukan mengganti dengan uang.
24
 
3) Nanda Yulia  
Nanda yulia merupakan seorang penyewa kamera berusia 16 
tahun, dia pernah menyewa kamera sebanyak 6x di tempat Kiki 
Kamera dan Vinna Kamera. Dalam proses penyewaan kamera di Kiki 
Kamera dia datang langsung ke konter penyewaan, kemudian dia 
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 Oktavia Fadila, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 5 November 2019,  jam 19.30-
20.00 WIB. 
23
 Ibid., 
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memilih kamera yang akan disewa. Pihak Kiki Kamera menjelaskan 
sekilas tentang kamera yang akan dipinjam dan membuatkan nota 
bukti pembayaran. Sebagai jaminan atas sewanya dia meninggalkan 
kartu pelajar.
25
 
Sedangkan dalam proses sewa di Vinna Kamera dia datang 
langsung ke rumah Vinna sebagai pemilik kamera. Kemudian Vinna 
menjelaskan kamera apa saja yang dimiliki beserta tarifnya. Jika 
setuju maka harus membayar secara langsung dengan menggunakan 
akad lisan. Dimana penyewa membayar sewa dan Vinna menyerahkan 
kamera pertanda setuju, penyewa juga harus menyerahkan kartu 
identitas.
26
 
Dalam transaksi sewa menyewa dia pernah mengalami masalah 
yakni kamera bermasalah atau tidak bisa dioperasikan. Beberapa kali 
pihak pemilik kamera mengganti dengan kamera yang lain tapi 
kadang kamera tidak diganti sehingga dia tidak bisa 
memanfaatkannya. Sehingga dia merasa dirugikan karena sudah 
membayar tapi kamera tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
27
 
4) Nafarisya Maretha 
Nafarisya Maretha merupakan salah satu penyewa kamera 
berusia 13 tahun yang pernah menyewa kamera sebanyak 3x di tempat 
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 Nanda Yulia, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 8 November 2019, jam 19.00-
20.00 WIB. 
26
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Kiki Kamera. Dalam proses penyewaan dia datang langsung ke konter 
Kiki Kamera, lalu pihak konter menjelaskan kamera apa saja yang 
tersedia dan tarif harganya. Setelah disepakati dan dibuat nota maka 
penyewa membayar sejumlah tarif kamera yang hendak disewa. 
Berhubung penyewa merupakan tetangga dari pemilik konter Kiki 
Kamera maka penyewa tidak dimintai identitas sebagai jaminan.
28
 
5) Nadia Renata Pratiwi 
Nadia Renata meupakan anak berusia 14 tahun yang pernah 
menyewa kamera sebanyak 10x lebih di tempat Kiki Kamera dan 
Yuda Kamera (sekarang Yuda kamera sudah tutup). Dalam proses 
penyewaan dia datang langsung ke konter Kiki Kamera, lalu pihak 
konter menjelaskan kamera apa saja yang tersedia dan tarif harganya. 
Setelah disepakati kamera yang akan disewa, maka pemilik 
konter/karyawan membuatkan nota bukti pembayaran. Selama 
menyewa kamera dia tidak pernah meninggalkan surat identitas 
sebagai jaminan dan membayar DP saja.
29
 
6) Gesela Yunia 
Gesela Yunia adalah adalah anak yang berusia 14 tahun seorang 
murid di salah satu Kecamatan Jiwan, dia pernah menyewa kamera 
sebanyak 4x di tempat Kiki Kamera. Dalam proses penyewaan dia 
                                                          
28
 Nafarisya Maretha, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 8 November 2019, jam 
15.00-16.00 WIB. 
29
 Nadia Renata Putri, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 7 November 2019, Jam 
19.00-20.00 WIB. 
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datang langsung ke konter Kiki Kamera, lalu pihak konter 
menjelaskan kamera apa saja yang tersedia dan tarif harganya.Setelah 
disepakati kamera yang akan disewa, maka pemilik konter/karyawan 
membuatkan nota bukti pembayaran. Selama menyewa kamera dia 
tidak pernah meninggalkan surat identitas sebagai jaminan dan 
membayar DP saja. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa hanya 
ditanyai nama, alamat dan nomer hp.
30
 
7) Dewi Susilowati 
Dewi Susilowati merupakan anak berusia 10 tahun yang masih 
duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yang pernah 3x menyewa 
kamera di Kiki Kamera. Dalam proses penyewaan dia datang 
langsung ke konter Kiki Kamera secara langsung, kemudian pihak 
Kiki Kamera menjelaskan kamera apa saja yang dimiliki beserta tarif 
harganya. Setelah dia menentukan pilihannya, maka pihak Kiki 
menjelaskan sedikit mengenai kamera dan membuatkan nota bukti 
pembayaran (akad tertulis). Saat ditanya apa yang digunakan sebagai 
jaminan, dia menjawab tidak menggunakan jaminan hanya saja 
membayar lunas dan kamera boleh dibawa.
31
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 Gesela Putri, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 3 November 2019, jam 19.30-
20.00 WIB. 
31
 Dewi Susilowati, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 3 November 2019, Jam 
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8) Revasya Dewi  
Revasya Dewi merupakan anak berusia 12 tahun yang masih 
duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yang pernah 2x menyewa 
kamera di Kiki Kamera. Dalam proses penyewaan dia datang 
langsung ke konter Kiki Kamera secara langsung, kemudian pihak 
Kiki Kamera menjelaskan kamera apa saja yang dimiliki beserta tarif 
harganya. Setelah dia menentukan pilihannya, maka pihak Kiki 
menjelaskan sedikit mengenai kamera dan membuatkan nota bukti 
pembayaran (akad tertulis). Saat ditanya apa yang digunakan sebagai 
identiras jaminan, dia menjawab menggunakan kartu pramuka dan 
boleh jika tidak menggunakan jaminan hanya saja membayar lunas 
dan kamera boleh dibawa.
32
 
Saat menyewa kamera dia pernah mengalami kerusakan yakni 
resleting pada tas kamera rusak. Pada saat mengembalikan dia harus 
mengganti rugi atas kerusakan tersebut. Diakuinya resleting yang 
rusak itu karena dari awal memang resleting sedikit bermasalah dan 
dia tidak bilang pada pemilik kamera.
33
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 Revasya Dewi, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 3 November 2019, Jam 20.00-
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BAB IV 
ANALISIS PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA KAMERA DITINJAU 
DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PERDATA 
A. Analisis Akad Pada Praktik Sewa Menyewa Kamera 
Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang 
berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan 
tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan 
dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.
1
 
Akad sewa menyewa merupakan akad komersial jika ditinjau dari 
tujuannya. Sedangkan menurut karakternya ialah akad yang mengikat kedua 
belah pihak. Dan jika ditinjau dari segi konsekuensinya Akad sewa menyewa 
tidak memindahkan kepemilikan barang hanya berpindahnya suatu manfaat. 
Rukun yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut:
2
 
1. Āqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari 
satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Dari segi kecakapan 
melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:
3
 
a. Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat 
jiwa, cacat mental atau anak kecil yang belum mumayyiz. Mengenai 
                                                          
1
 Ibid. 
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,( Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2016), hlm. 46. 
3
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 32. 
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batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum baligh atau anak 
belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa yang buruk 
bagi dirinya.
4
  
b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah 
mumayyiz tetapi belum mencapai baligh. 
c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah 
memenuhi syarat-syarat mukallaf.  
Pada praktik sewa menyewa kamera yang disebut „aqid adalah pihak 
penyewa dalam hal ini yakni pemiliki konter Kiki Kamera, Vinna Kamera 
dan Ayu Kamera, sedangkan yang menyewa yaitu masyarakat di Kecamatan 
Jiwan Kabupaten Madiun khususnya anak-anak yang pernah menyewa 
kamera. Jika ditinjau dari segi kecakapan bertindak maka anak kecil yang 
belum mumayyiz, anak yang sudah mumayyiz tetapi belum mencapai baligh 
tidak dapat melakukan akad. 
Seorang dapat dikatakan mumayyiz menurut Para fuqaha berbeda 
pendapat dalam menentukan kedewasaan seseorang. Jumhur ulama 
menetapkan tanda yang bersifat personal, tapi cukup konkret, yaitu mimpi 
basah (ihtilam) untuk anak laki-laki dan khusus untuk perempuan adalah 
haid. Tanda-tanda tersebut juga dapat ditarik keumuman usianya. Sebelum 
                                                          
4
 Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”, 
Jurnal Ahkam, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 79. 
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tanda-tanda tersebut muncul, seseorang masih disebut anak meskipun telah 
mumayyiz.
5
 
2. Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, dalam sewa menyewa 
kamera yang diakadkan adalah kamera. 
3. Maudhu‟ al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad ijārah 
tujuan pokok adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. 
Dimana dalam praktiknya penyewa membayar upah atas kamera yang 
diambil manfaatnya kepada pihak yang menyewakan dengan jumlah yang 
telah disepakati. 
4. Shigat al „aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang 
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya 
dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari 
pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.
6
 Pada  praktik 
sewa menyewa kamera ijab dan qabul dilakukan secara lisan dimana pihak 
penyewa dan yang menyewa bertemu secara langsung dengan mengucapkan 
misal pemilik kamera berkata “ini kamera 1100d satu harinya (24 jam) 
dengan biaya sewa 100 ribu rupiah”, lalu penyewa menjawab “baiklah, saya 
menyewa kamera itu mbak”. Setelah kedua belah pihak sepakat maka 
kamera boleh dibawa pulang oleh penyewa.  
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Syarat-syarat terjadinya akad, antara lain adalah Ahliyatul āqidaini 
(kedua belah pihak cakap berbuat), namun dalam praktiknya yang melakukan 
transaksi sewa menyewa kebanyakan adalah anak-anak yang berusia 10-16 
tahun yang bisa dikategorikan cakap berbuat. Sedangkan syarat sahnya akad 
adalah terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufsid) dalam akad yakni salah 
satunya terdapat unsur tipuan (gharar).
7
 Dari data yang diperoleh pemilik 
kamera dalam menjelaskan kondisi kamera masih terdapat unsur ketidakjelasan 
yang bisa masuk ke dalam unsure tipuan (gharar). 
Beberapa cara yang ditempuh dalam pelaksanaan akad selain lisan antara 
lain yaitu:
8
 dengan cara tulisan (kitabah), isyarat, ta‟athi (saling memberi), 
lisan al-hal (meninggalkan barang dihadapan orang lain). Pada praktik 
penyewaan kamera seorang penyewa datang langsung kerumah atau konter 
pemilik kamera lalu mencari kamera yang dikehendaki dan misal pemilik 
kamera berkata “ini kamera 1100d satu harinya (24 jam) dengan biaya sewa 
100 ribu rupiah”, lalu penyewa menjawab “baiklah, saya menyewa kamera itu 
mbak”. Setelah kedua belah pihak sepakat maka kamera boleh dibawa pulang 
oleh penyewa. Akad yang dilaksanakan seperti itu termasuk akad lisan yang 
digunakan di Vinna Kamera dan Kiki Kamera. Sedangkan di Kiki Kamera 
selain menggunakan lisan juga menggunakan akad tulisan (kitabah) dengan 
bukti nota pembayaran. Ketiga konter kamera juga menggunakan akad ta‟athi 
(saling memberi) yaitu pemilik kamera memberikan kameranya untuk diambil 
                                                          
7
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74. 
8
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manfaat dalam waktu penyewaan yang telah disepakati, sedangkan penyewa 
memberikan upah sebagai imbalan. 
Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip hukum 
perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan 
beberapa hal:
9
  
1) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa 
dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau 
perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, 
di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya. 
Sedangkan kenyataan yang di dapat para penyewa masih belum cakap 
hukum dan tidak ditemani oleh walinya. 
2) Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam dirinya sendiri 
atau mewakili sebuah badan hukum. Pada praktik sewa menyewa kamera 
peneliti memperoleh fakta bahwa penyewa kamera mayoritas anak-anak dan 
saat menyewa kamera tidak meninggalkan identitas seperti KTP, SIM dan 
KK. Mereka tidak meninggalkan apapun sebagai jaminan, padahal jaminan 
itu dapat digunakan jika terjadi masalah.  
3) Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogianya harus 
disebutkan dengan jelas. Tempat dalam perjanjian sewa menyewa kamera 
yaitu di konter Kiki Kamera, rumah Vinna sebagai pemilik Vinna Kamera 
dan dirumah Ayu Putri Aprilia sebagai pemilik penyewaan Ayu Kamera. 
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Faturrahman Djamil, Hukum  Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia, 
(Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005), hlm. 260. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kamera 
Kegiatan sewa menyewa dalam hukum islam telah diatur dalam fiqh 
muamalah dengan dasar hukum sesuai Al-Qur‟an, Hadits dan Ijma. Sewa 
nmenyewa adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Transaksi yang 
digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan 
pemindahan kepemilikan (hak milik). Sewa menyewa sendiri merupakan akad 
tijārahdalam tujuannya bersifat komersial yaitu ditujukan memperoleh 
keuntungan.  
Aktivitas muslim dalam sewa menyewa (ijārah) sah, apabila ada 
kesesuaian terhadap kaidah-kaidah muamalah dalam hal ini jumhur ulama‟ 
menyatakan syarat dan rukun sewa menyewa ada empat, yaitu:
10
 
1. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa 
atau upah-mengupah. Mu‟jir adalah yang menerima upah dan 
menyewakan,musta‟jir adalah orang yang memberikan upah untuk 
menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah:11 baligh, 
berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta),dan Saling 
meridhai. 
12
 Sedangkan dalam syarat nya masih ada yang belum terpenuhi 
yaitu untuk syarat baligh. Mu‟jir dalam hal ini adalah pemilik kamera 
sedangkan musta‟jir ialah penyewa kamera. 
                                                          
10
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 117. 
11
  Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah , 2013), hlm. 315. 
12
 Ibid. 
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2. Shighat ijab qabul antara mu‟jir dan musta‟jir, ijab kabul sewa-menyewa 
misalnya: “Aku sewakan kamera ini kepadamu setiap hari Rp 100.000,00”, 
maka musta‟jir menjawab “Aku terima sewa kamera tersebut dengan harga 
demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang 
berkata, “Kuserahkan kamera ini kepadamu untuk dimanfaatkan dengan 
upah setiap hari Rp 100.000,00”, kemudian musta‟jir menjawab “Aku akan 
memanfaatkan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.13 
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 
sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
14
 Namun dari data yang 
diperoleh ujrah dilakukan tanpa adanya penjelasan yakni penyewa diberi 
kebebasan waktu dalam membayar. 
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan hendaklah barang dapat dimanfaatkan kegunaannya 
mubah (boleh) menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan). Benda 
yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu yang 
ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Kamera yang disewa diharapkan 
mempunyai manfaat kegunaan yang baik bagi penyewa. 
Dalam firman surat Al-Talaq ayat 6 Allah telah dijelaskan: 
نُهَروُُجأ َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف 
                                                          
13
 Ibid..,hlm. 118. 
14
 Ibid. 
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Artinya: “....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
maka berikanlah kepada mereka upahnya...”. 15 
 
Ayat di atas menjelaskan menjadi kewajiban bagi suami memberikan 
tempat tinggal yang layak bagi isteri yang sedang menjalani masa iddah sesuai 
dengan kemampuan suami. Perintah ayat ini kepada suami yang tetap 
memberikan nafkah yaitu atas upah menyusui anaknya dengan harga yang 
berlaku pada umumnya meskipun isteri tersebut sudah selesai masa iddah. 
Pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mantan 
istrinya. Upah ini serupa dengan ketentuan upah pada transaksi lainnya.
16
 
Jadi ayat diatas menekankan bahwa dalam kegiatan sewa menyewa 
(mengambil manfaat) diibaratkan dalam ayat tersebut yaitu menyusukan anak-
anak maka diperintahkan untuk memberikan upah begitu pula dalam sewa 
menyewa kamera. Dalam pelaksanaan pemberian upah dalam praktik sewa 
menyewa di Kecamatan Jiwan pembayaran dapat dilakukan secara langsung 
atau hanya DP saja. Dan untuk menentukan upah sewa sudah ditentukan dari 
pihak pemilik kamera.
17
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Al-Qur‟an 65: 6. 
16
  Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 134-135. 
17
 Nadia Renata Putri, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 7 November 2019, Jam 
19.00-20.00 WIB. 
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Dalam Hadits dijelaskan: 
 َا َ   َ َ ُ ِن ِْ   َِّلل  ِ ْ َ ْن َ : َمَّل َ َ  ِ َْل َ  َُّلل   َّل َ  َِّلل  ُاْو َُر َا َ  : َُه ْجََأ ْ ِجَلأ ْ ُْوط ُْأ
  ُُ   ُ ُ َّفَِيَ َْنأ َل ْ َ18  
Artinya : “Dari Abdillah Ibn „Umar r.a. beliau berkata: “ RasullahSAW 
Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”19 
 
Hadits di atas menjelaskan ketika pekerjaan selesai, maka diwajibkan 
majikan  memberikan upahnya kepada pekerja, karena di dalamnya ada hak 
pekerja untuk mendapatkan upahnya.
20
 Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa 
Rasulullah memberikan upah sebelum buruh itu kering keringatnya, jadi 
diibaratkan tepat waktu dalam membayar upahnya. Pada praktik sewa 
menyewa harusnya dibuat kejelasan kapan pihak penyewa harus membayar 
upah sewa agar tidak merugikan salah satu pihak. 
Kondisi kamera sebagai objek transaksi dengan spesifikasi awal yang 
dipaparkan oleh pemilik kamera terdapat ketidaksesuaian. Pemilik kamera 
dengan sengaja hanya memberikan pemaparan terhadap objek transaksi, tidak 
berdasarkan kualitas yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya kerusakan 
kamera saat dibawa oleh penyewa.
21
 
                                                          
18
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 121. 
19
 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Sharah Bulughul Maram, Terj. Tahirin Suparta, 
dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 72. 
20
 Bukhari, Shahih Bukhari,Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Juz VII, hlm. 483. 
21
 Nanda Yulia, Penyewa Kamera, Wawancara Pribadi, 8 November 2019, jam 19.00-
20.00 WIB. 
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Kesepakatan dalam sewa menyewa kamera menciptakan kewajiban dari 
penyewa maupun pemilik kamera yang harus dipenuhi oleh masing-masing 
pihak yang berakad. Jika salah satu pihak yang berakad tidak bisa memenuhi 
kewajibannya, maka pihak tersebut telah dianggap melakukan wanprestasi dan 
berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi sewa menyewa. Pihak yang 
bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya sehingga 
terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan 
dan proporsional diantara keduanya. Pihak yang menyewakan berkewajiban 
untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah 
memindahkan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut. Sedangkan 
penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana 
yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
Selain itu menurut mayoritas (jumhur) ulama, ijārah adalah akad lazim 
(mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat 
membatalkan akad-akad lazim, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. 
Sementara itu dalam pelaksanaan sewa menyewa kamera, penyewa pernah 
mengalami objek transaksi (kamera) cacat. Sedangkan transaksi sewa 
menyewa tetap berlangsung dan tidak boleh dibatalkan sampai waktu yang 
telah disepakati. Jadi dalam hal ini masih terdapat perbedaan antara hukum 
islam dengan penerapannya. 
Jika terjadi kerusakan kamera dalam sewa menyewa yang dilakukan anak 
yang belum baligh maka  taklif (beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau 
baligh (walinya). Sedangkan orang yang belum sempurna akalnya tidak pantas 
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dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. Anak-anak sebagaimana 
telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. 
Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas apa yang ia lakukan.
22
 
Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum, 
tetapi harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif sangatlah 
penting. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
23
 
C. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Akad 
Sewa Menyewa Kamera 
Sewa menyewa dalam KUHPerdata Pasal 1548 diartikan sebagai suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatubarang, selama 
suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang 
tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.
24
 
                                                          
22
 Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”, 
Jurnal Ahkam, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 82. 
23
 Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah)”, 
Jurnal Ahkam, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 82. 
24
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Semua perjanjian tak terkecuali dengan perjanjian sewa menyewa 
dianggap sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur  di 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
25
 
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa 
kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau 
seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak 
yang lalu. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Si 
pihak yang menyewakan menginginkan sejumlah uang, sedang si penyewa 
menginginkan sesuatu barang dari pihak yang menyewakan.
26
 
2. Kecakapan bertindak 
Kecapakan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 
menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 
haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 
orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 
                                                          
25
 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 123. 
26
 Ibid. 
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tahun dan atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum adalah:
27
 
1) Anak di bawah umur (minderjarigheid) 
2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan; dan 
Dari data yang diperoleh penyewa mayoritas adalah anak-anak yang 
berusia 10-16 tahun atau masih dikatakan anak dibawah umur dan tidak 
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara dijelaskan bahwa 
ukuran kedewasaan dalam hukum perdata adalah ketika sudah berusia 21 
tahun. 
3. Adanya Objek Perjanjian 
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 
kewajiban debitur dan hak kreditur. Pada sewa menyewa kamera yang 
menjadi objek nya adalah kamera. 
4. Adanya kausa yang halal 
Dalam pasal 1320 KUHPerdata, tidak dijelaskan pengertian  arzaak 
(kausa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUHPerdata, hanya disebutkan 
kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan 
dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
28
 
Pihak yang terlibat dalam sewa menyewa dalam perjanjian sewa 
menyewa ada 2 pihak yaitu: 
                                                          
27
 Ibid., hlm. 125. 
28
 Ibid. 
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1. Pihak yang menyewakan: Pihak yang menyewakan dalam penelitian ini ada 
3 yakni Kiki Kamera, Vinna Kamera dan Ayu Kamera. 
2. Pihak Penyewa: Pihak yang menyewa dalam data ini ada 8 orang yang 
berusia sekitar 10-16 tahun. 
Dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa pihak yang menyewa 
dan penyewa memiliki kewajiban. Pasal 1550 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa terdapat 3 kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu: 
i. Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.  
ii. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu 
dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan  
iii. Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang 
disewakan selama berlangsung perjanjian.
29
 
Jika ditinjau dalam Pasal 1550 KUHPerdata menyebutkan bahwa terdapat 
3 kewajiban pihak yang menyewakan diantaranya pada point ke iii yang 
berbunyi “Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari barang 
yang disewakan selama berlangsung perjanjian”. Jadi seharusnya pihak yang 
menyewakan memberitahukan kondisi kamera yang sebenarnya agar dapat 
memenuhi kewajibannya dan penyewa mendapat hak atas apa yang telah dia 
bayar.  
Pada praktik sewa menyewa kamera di Kecamatan Jiwan Kabupaten 
Madiun penyewa pernah mengalami kerusakan sehingga menimbulkan adanya 
                                                          
29
 Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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wanprestasi. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang 
menyatakan bahwa: 
“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu diberikan 
atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang 
telah dilampaukannya”.30 
 
Ketika terjadi wanprestasi maka harus adanya surat peringatan atau 
somasi. Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dapat dikatakan bahwa debitur 
dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling).
31
 Somasi itu 
bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah: surat 
perintah, akta sejenis dan tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Apabila 
seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan 
debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan. 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang 
melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan 
perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di 
pengadilan.
32
 
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana (UU No. 11 Tahun 2012). Anak yang berkonflik dengan hukum 
yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, 
                                                          
30
 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 12. 
31
  Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
32
 Ibid. 
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tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana.
33
 
 
                                                          
33
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dilakukannya pengkajian, analisis serta pembahasan pada 
bab sebelumnya tentang praktik akad sewa kamera yang terjadi di Kecamatan 
Jiwan Kabupaten Madiun yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian 
ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Akad praktik sewa menyewa kamera 
Dari beberapa pernyataan diatas menurut penulis dapat dilihat 
kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh pemilik kamera dan penyewa 
(kedua belah pihak yang bertransaksi) adalah pertama menggunakan 3 
jenis akad yaitu akad secara lisan,  akad secara tertulis dan ta’athi (saling 
memberi) antara pihak pemilik kamera dan pihak penyewa. Dan kedua 
salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi yaitu ahliyyatul ‘aqidaini 
(kedua belah pihak cakap berbuat) karena mayoritas yang menyewa adalah 
anak-anak berusia 10-16 tahun.  
2. Sewa menyewa kamera di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menurut 
Hukum Islam.  
Dari transaksi sewa menyewa yang terjadi di Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun adalah pertama Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang 
melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah yang 
menerima upah dan menyewakan, musta’jir adalah orang yang 
memberikan upah untuk menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan 
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musta’jir antara lain adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 
(mengendalikan harta),dan Saling meridhai.  Sedangkan dalam syarat nya 
masih ada yang belum terpenuhi yaitu untuk syarat baligh. Kedua dalam 
sistem ujrah terdapat unsur ketidakjelasan sehingga dapat masuk ke dalam 
gharar. Dan yang ketiga Jika terjadi kerusakan kamera dalam sewa 
menyewa yang dilakukan anak yang belum baligh maka  taklif (beban) itu 
diberikan kepada orang dewasa atau baligh (walinya). 
3. Praktik Sewa menyewa Kamera di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Dari beberapa analisis diatas menurut penulis dapat dilihat 
kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh pemilik kamera dan penyewa 
kamera adalah pertama jika penulis cocokkan dengan Pasal 1320 ayat (2)  
KUHPerdata terdapat ketidaksesuain antara syarat sahnya suatu perjanjian 
dengan praktiknya. Di dalam tersebut menjelaskan mengenai syarat sahnya 
suatu perjanjian salah satunya yakni pada point kecakapan bertindak. Yang 
dimaksud dalam kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yakni 
yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dan anak dibawah umur 
tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Namun data yang 
diperoleh dalam penelitian ialah mayoritas yang melakukan transaksi sewa 
menyewa kamera adalah anak dibawah umur.  
Kedua Jika ditinjau dalam Pasal 1550 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa terdapat 3 kewajiban pihak yang menyewakan diantaranya pada 
point ke iii yang berbunyi “Memberikan kepada penyewa kenikmatan 
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yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsung 
perjanjian”. Jadi seharusnya pihak yang menyewakan memberitahukan 
kondisi kamera yang sebenarnya agar dapat memenuhi kewajibannya dan 
penyewa mendapat hak atas apa yang telah dia bayar. 
 Dan yang ketiga menurut UU No. 11 Tahun 2012 anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang 
telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana seorang anak mendapatkan 
perlindungan hukum. Jadi jika ditinjau dari KUHPerdata perjanjian 
tersebut dianggap tidak sah karena tidak terpenuhhinya syarat namun jika 
anak seperti yang dijelaskan diatas menjadi pelaku kerusakan dia masih 
mendapatkan perlindungan hukum. 
B. Saran  
1. Penulis menghimbau untuk masyarakat Kecamatan Jiwan Kabupaten 
Madiun supaya melakukan transaksi muamalah sesuai yang dianjurkan 
Hukum Islam dan di ridhoi oleh Allah SWT. 
2. Kepada masyarakat Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk lebih 
berhati-hati dalam pelaksanaan praktik Sewa menyewa kamera, 
kedepannya perjanjian sewa menyewa yang jika dilakukan oleh anak-anak 
dibawah umur harus adanya wali yang mendampingi dan perjanjian dibuat 
secara tertulis supaya disitu diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
kedua belah pihak supaya tidak ada satu pihak yang dirugikan. Dan jika 
ada perjanjian tertulis akan memudahkan pelaporan kepada pihak berwajib 
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jika suatu hari ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak.  
3. Untuk kedepannya, penulis sendiri menyadari isi dari karya ilmiah ini 
belum lengkap 100% dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis 
sangat senang jika suatu hari ada penulis lain yang ingin memperdalam 
penelitian ini supaya lebih banyak di dapat temuan- temuan yang bisa 
menjadi sumber ilmu baru, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 
seluruh masyarakat. 
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Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Pemilik Kamera 
1. Siapa nama pemilik kamera? 
2. Berapa usia pemilik kamera? 
3. Bagaimana awal mula memulai bisnis kamera? 
4. Berapa kamera yang dimiliki oleh pemilik kamera? 
5. Jenis kamera dan fasilitas apa saja yang tersedia di konter penyewaan 
kamera? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Bagaimana proses penyewaan kamera? 
8. Akad apa yang digunakan saat sewa menyewa kamera? 
9. Dalam sebulan sekitar berapa orang yang menyewa kamera? 
10. Bagaimana jika penyewa masih anak-anak? 
11. Bagaimana jika terjadi kerusakan kamera? siapa yang berhak mengganti 
rugi? 
B. Daftar Pertanyaan Kepada Penyewa Kamera 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usia penyewa kamera? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
HASIL WAWANCARA 
Hasil Wawancara 1 
Nama  : Kiki dan Vinna Veronica 
Sebagai : Pemilik Kiki Kamera 
Tanggal : 6 november 2019 
Waktu  : 20.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya mbak? 
2. Berapa usianya? 
3. Bagaimana awal mula memulai bisnis kamera? 
4. Berapa kamera yang dimiliki oleh pemilik kamera? 
5. Jenis kamera dan fasilitas apa saja yang tersedia di konter penyewaan kamera? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Bagaimana proses penyewaan kamera? 
8. Akad apa yang digunakan saat sewa menyewa kamera? 
9. Dalam sebulan sekitar berapa orang yang menyewa kamera? 
10. Bagaimana jika penyewa masih anak-anak? 
11. Bagaimana jika terjadi kerusakan kamera? siapa yang berhak mengganti rugi? 
Jawaban : 
1. Nama saya Kiki dek, kalo ini adek saya namanya Vinna Veronica.  
2. Usia saya 30 an, kalo adek saya 22 tahun. 
3. Memulai bisnis dari tahun 2015, dimulai dari teman-teman yang suka nyewa di 
tempat lain kemudian kepengen buka usaha keluarga rental kamera, akhirnya 
keluarga setujui dan dibuat konter kiki kamera. Alhamdulilah, sekarang juga 
sudah ada cabang di Barat dek. 
4. Sekitar kurang lebih 50 kamera. 
5. Mulai dari canon eos 60D, 700D, 600D, 550D, 500D, 1300D, 1200D, 1100D, 
sama berbagai jenis lensa, oiya sama xiomi juga ada. 
6. Syarat yang harus dimiliki yaitu harus bawa KTP, kartu pelajar, dan sejenisnya. 
7. Orang yang hendak menyewa kamera datang langsung ke konter kami lalu 
kami menjelaskan apa saja kamera yang ada beserta harga kemudian setelah 
pihak penyewa menentukan pilihannya kami menjelaskan keadaan kamera dan 
detail untuk mengatur kecerahan misalnya. Setelah itu penyewa membayar tarif 
sewa dan kami buatkan nota sebagai bukti pembayaran. 
8. Akad yang digunakan yakni secara tertulis dengan bukti nota pembayaran. 
9. Dalam satu bulan sekitar kurang lebih 200 orang yang menyewa kamera disini. 
10. Jika anak-anak kecil membawa kartu pelajar dari sekolah, kalo tidak foto 
copi KK dan sejenisnya. 
11. Dari pihak kami sebelum menyewa kamera kita jelasin detailnya, cara 
penggunaan dan keadaanya. Jika terjadi kerusakan bukan dari kami yang 
menyewa juga bertanggung jawab. Karena dari kami sebelumnya sudah dicek 
terlebih dahulu. 
Hasil Wawancara 2 
Nama  : Vinna Ardia Garini 
Sebagai : Pemilik Vinna Kamera 
Tanggal : 8  november 2019 
Waktu  : 13.15 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya mbak? 
2. Berapa usianya? 
3. Bagaimana awal mula memulai bisnis kamera? 
4. Berapa kamera yang dimiliki oleh pemilik kamera? 
5. Jenis kamera dan fasilitas apa saja yang tersedia di konter penyewaan kamera? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Bagaimana proses penyewaan kamera? 
8. Akad apa yang digunakan saat sewa menyewa kamera? 
9. Dalam sebulan sekitar berapa orang yang menyewa kamera? 
10. Bagaimana jika penyewa masih anak-anak? 
11. Bagaimana jika terjadi kerusakan kamera? siapa yang berhak mengganti rugi? 
Jawaban : 
1. Nama saya Vinna Ardia Garini. 
2. Usia saya 22 tahun. 
3. Memulai bisnis sejak kelas 2 SMA tahun 2015, awalnya hanya iseng-iseng 
melihat respon teman-teman yang positif sehingga membuat saya yakin untuk 
membuka bisnis sewa menyewa kamera. 
4. Saya memiliki 4 kamera 
5. Kamera yang saya miliki yakni canon 1100D, canon 1200D, Nikon D3100, 
nikon copix L20. Fasilitasnya yang saya sediakan selain kamera yakni cash dan 
tas saja. 
6. Syarat yang dimiliki minimal tanda pengenal diri yakni seperti Ktp dan kartu 
pelajar. 
7. Penyewa datang langsung ke rumah lalu menanyakan kamera yang ada dan 
saya menjelaskan harga kamera yang mau dipinjam misalnya kamera canon 
1100D tarifnya 100/24 jam, canon 1200D dengan tarif 110/24 jam setelah itu 
penyewa menentukan pilihan kamera yang mau dipinjam sebelum itu saya 
jelaskan keadaan kamera dan setelah itu penyewa membayar. Perjanjian yang 
dibuat secara lisan yakni dibuat ketentuan kapan dia harus mengembalikan 
kamera saat dia setuju berarti dianggap sudah paham. 
8. Dalam melaksanakan sewa menyewa kamera saya menggunakan perjanjian 
lisan, jadi kesepakatan hanya dibuat secara lisan saja. 
9. Dalam sebulan sekitar 10-13 orang yang menyewa kamera. 
10. Kita membatasi usia minimal penyewa adalah 15 tahun. 
11. Tidak pernah mengalami kerusakan kamera, hanya saja pernah mengalami 
lensa berjamur, tapi bisa diatasi dengan bantuan sinar lampu neon selama 3 
hari dipanaskan. 
Hasil Wawancara 3 
Nama  : Ayu Putri 
Sebagai : Pemilik Ayu Kamera 
Tanggal : 6 november 2019 
Waktu  : 16.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya? 
3. Bagaimana awal mula memulai bisnis kamera? 
4. Berapa kamera yang dimiliki oleh pemilik kamera? 
5. Jenis kamera dan fasilitas apa saja yang tersedia di konter penyewaan kamera? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Bagaimana proses penyewaan kamera? 
8. Akad apa yang digunakan saat sewa menyewa kamera? 
9. Dalam sebulan sekitar berapa orang yang menyewa kamera? 
10. Bagaimana jika penyewa masih anak-anak? 
11. Bagaimana jika terjadi kerusakan kamera? siapa yang berhak mengganti rugi? 
Jawaban : 
1. Nama saya Ayu Putri Aprilia. 
2. Usianya 22 tahun mbak.  
3. Memulai bisnis saat kelas 2 SMK sekitar tahun 2014, awalnya saya itu punya 1 
kamera terus ada teman yang mau mnyewa kamera, nah dari situ saya merasa 
untung dan uangnya bisa buat tambah-tambah pegangan dan dikumpulkan lagi 
untuk membeli kamera. 
4. Saya memiliki 2 kamera. 
5. Canon 500D dan canon 1200D, fasilitasnya cash, kartu Sd dan tas. 
6. Kalo menyewa syaratnya harus ada KTP dan kartu pelajar. 
7. Jadi gini mbak orang yang mau menyewa kamera itu datang langsung ke 
rumah saya, lalu saya menjelaskan kamera yang saya miliki dan tarifnya 
misalnya kamera canon 500D tarifnya 85/24 jam dan 1200D dengan tarif 95/24 
jam kemudian dia menentukan kamera misalnya yang 500 D. Saya ambilkan 
kamera tersebut dan saya jelaskan keadaan kamera dan sekilas mengenai 
kameranya. Setelah meninggalkan syarat jaminan mereka membayar 85 ribu 
dan kamera boleh dibawa pulang oleh penyewa. 
8. Akad yang saya gunakan dalam sewa menyewa kamera ini yakni dengan akad 
lisan dimana dari saya dan penyewa menyepakati pembayaran dan waktu 
pengembalian kamera. 
9. Dalam sebulan sekitar 10 orang yang menyewa kamera. 
10. Minta KTP nya orang tua atau Foto copi KK. 
11. Saya pernah mengalami kerusakan dan ditanggung oleh penyewa karena saat 
itu kamera rusak saat dibawa olehnya. 
 
 
Hasil Wawancara 4 
Nama  : Putri Ramadhani (12 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 4 november 2019 
Waktu  : 19.15 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Putri Ramadhani mbak. 
2. Usia saya 12 tahun, kelas 6 SD. 
3. Alasan saya menyewa kamera itu untuk foto-foto bareng sama teman-teman 
mbak. 
4. Sudah 3x menyewa kamera di tempat kiki kamera. 
5. Cash, kartu penyimpanan, dan tas. 
6. Saya tidak meninggalkan apapun karena belum memiliki KTP hanya langsung 
bayar dan ditanyai nama, kelas, nomor HP, alamat dan sekolahnya dimana. 
7. Tidak saat menyewa kamera saya tidak pernah di dampingi orang tua, biasanya 
menyewa bersama dengan teman-teman sekolah. 
8. Pernah, saat hendak mengembalikan kamera tas kamera slerekannya rusak dan 
tidak mengganti rugi karena mbak kiki tidak mengetahuinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 5 
Nama  : Oktavia Fadila (15 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 5 november 2019 
Waktu  : 19.30 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Oktavia Fadila mbak 
2. Usia 15 tahun, kelas 3 SMP. 
3. Alasan menyewa kamera untuk hunting/foto dengan teman-teman saat mau 
berpergian ke tempat wisata, supaya hasil fotonya lebih bagus mbak. 
4. Pernah menyewa sekitar lebih dari 10x di tempat Kiki kamera dan Ayu 
Kamera. 
5. Selain kamera dibawakan cash, kartu penyimpanan memori dan juga tas. 
6. Karena saya sudah langganan tidak ditentukan syarat mbak, hanya saja ditanyai 
nomer HP dan alamat. Sedangkan di mbak ayu saya tetangganya jadi tidak 
meninggalkan identitas. 
7. Tidak pernah di dampingi orang tua mbak, paling juga sama teman. 
8. Pernah mbak, saat itu tutup kamera hilang tapi saya tidak mengganti rugi 
menggunakan uang melainkan dengan mengganti sejenis dengan tutup kamera 
yang hilang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 6 
Nama  : Nanda Yulia (16 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 8 november 2019 
Waktu  : 19.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Nanda Yulia mbak. 
2. Usia 16 tahun, sekarang kelas 1 SMA. 
3. Biasanya menyewa kamera itu kalo ada kegiatan mbak, misalnya ada acara di 
sekolahan atau rekreasi begitu karena hasil kamera itu lebih bagus dari pada 
dengan hasil foto saat di HP. 
4. Sekitar 6x di tempat mbak kiki (Kiki kamera) dan mbak Vinna (Vinna 
kamera). 
5. Fasilitas yang diberikan selain kamera yaitu cash, memori buat penyimpanan 
sama tas. 
6. Biasanya syarat berupa jaminan sebagai identitas mbak, biasanya saya 
meninggalkan kartu pelajar. 
7. Tidak mbak, karena saya sudah memiliki kartu pelajar itu. 
8. Pernah, kamera yang saya sewa itu tidak bisa dioperasikan mbak, kadang 
pemilik kamera mengganti dengan kamera yang lain tapi kadang tidak diganti 
sehingga kamera tidak bisa saya gunakan dan saya tidak mengganti rugi karena 
bukan kesalahan dari saya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 7 
Nama  : Nafarisya Maretha (13 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 8 november 2019 
Waktu  : 15.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Nafarisya Maretha mbak. 
2. Usia saya 13 tahun, sekarang kelas 2 SMP. 
3. Biasanya menyewa kamera itu kalo ada kegiatan mbak, misalnya ada acara di 
sekolahan atau foto-foto dengan teman-teman begitu supaya hasil fotonya 
bagus. 
4. 3x di tempat mbak Kiki (Kiki Kamera). 
5. Fasilitas nya seperti biasa mbak, selain kamera kita dibawakan tas, cash dan 
kartu penyimpanan (SD). 
6. Berhubung saya tetangga dari mbak kiki saya tidak ada syarat mbak atau 
meninggalkan identitas begitu tidak, hanya membayar sesuai dengan tarif yang 
ditentukan. 
7. Tidak mbak, saya biasanya langsung sendiri menemui mbak Kiki tanpa di 
dampingi orang tua. 
8. Alhamdulilah mboten mbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 8 
Nama  : Nadia Renata (14 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 7 november 2019 
Waktu  : 19.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan sekarang kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Nadia Renata mbak. 
2. Usia 14 tahun, sekarang kelas 2 SMP. 
3. Saya biasanya menyewa kamera karena kamera Hp saya jelek mbak, jadi kalo 
ada kegiatan atau lagi main kemana gitu lebih baik menyewa kamera. 
4. Sekitar 10x lebih di tempat kiki kamera, ayu kamera dan mas yudha (sekarang 
tutup). 
5. selain kamera dibawakan fasilitas seperti cash, tas, dan kartu penyimpanan. 
6.  Selama saya menyewa kamera di Kiki kamera tidak pernah ada syarat atau 
meninggalkan identitas hanya saja membayar DP, kalo di mbak ayu itu kan 
tetangga saya jadi bisa pinjam langsung tidak ada syarat juga. 
7. Tidak pernah mbak, biasanya saya bersama dengan teman-teman saya. 
8. Alhamdulilah tidak pernah mbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 9 
Nama  : Gesela Yunia (14 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 3 november 2019 
Waktu  : 19.30 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan sekarang ? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Gesela Yunia mbak. 
2. Usia saya 14 tahun, sekarang kelas 2 SMP. 
3. Saya menyewa kamera itu karena kamera HP saya jelek mbak, jadi kalo lagi 
main sama teman-teman lebih suka menyewa kamera. 
4. 3x di mbak Kiki (kiki kamera) dan pernah satu kali di vinna kamera mbak. 
5. Kalo dari mbak Kiki dan mbak Vinna itu biasanya saat kamera mau kita bawa 
sekalian ada cash, kartu penyimpanan (memori) dan tas. 
6. Biasanya saya datang langsung ke tempat mbak Kiki atau mbak Vinna secara 
langsung, kalo di mbak Kiki saya tidak pernah meninggalkan kartu identitas 
cuman ditanyai nama, alamat dan nomer Hp kemudian membayar DP dan 
dibuatkan nota bukti pembayaran sedangkan kalo di mbak vinna saya 
meninggalkan kartu pelajar lalu membayar secara langsung setelah itu kamera 
boleh dibawa. 
7. Tidak pernah di dampingi wali mbak, biasanya saya sama teman-teman kalo 
mau kesana. 
8. Selama ini belum pernah mengalami kerusakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 10 
Nama  : Dewi Susilowati (10 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 3 november 2019 
Waktu  : 20.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan sekarang kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Dewi Susilowati mbak. 
2. Umur saya 10 tahun, sekarang kelas 5 SD. 
3. Alasan menyewa kamera karena ajakan teman-teman mbak kan kalo libur 
sekolah gitu biasanya cfd, atau main bareng terus iuran buat menyewa kamera 
untuk dipakai bersama. 
4. Pernah menyewa kamera sekitar 3x mbak, di tempatnya mbak Kiki (Kiki 
Kamera). 
5. Biasanya sama mbak Kiki dibawakan tas, cash sama memori itu mbak. 
6. kalo untuk syarat saya cuman ditanyai nama, alamat sama nomer Hp Kemudian 
membayar dan membawa kamera itu. 
7. Tidak pernah mbak, selalu ditemani teman-teman yang tadi iuran buat nyewa. 
8. Selama ini belum pernah mbak, kamera selalu dalam keadaan baik-baik saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 11 
Nama  : Revasya Dewi (12 tahun) 
Sebagai : Penyewa Kamera 
Tanggal : 3 november 2019 
Waktu  : 20.00 WIB 
Pertanyaan : 
1. Siapa namanya? 
2. Berapa usianya dan kelas berapa? 
3. Apa alasan menyewa kamera? 
4. Sudah berapa kali menyewa kamera dan dimana saja? 
5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh konter penyewaan? 
6. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki sebelum menyewa kamera? 
7. Saat melakukan penyewaan didampingi wali atau orang tua atau tidak? 
8. Pernahkah mengalami kerusakan? Siapa yang mengganti? 
Jawaban : 
1. Nama saya Revasya Dewi. 
2. Usia saya 12 tahun, sekarang kelas 6 SD. 
3. Alasan menyewa kamera karena hasil kamera lebih bagus mbak, awalnya juga 
diajak oleh teman-teman sekolah. 
4. Pernah menyewa 2x mbak di tempatnya mbak Kiki (Kiki kamera). 
5. Fasilitas dari mbak Kiki itu cash kamera, kartu memori untuk penyimpanan 
dan tas. 
6. Kalo saya mau menyewa kamera itu langsung datang ke tempatnya mbak Kiki 
(Kiki kamera) kemudian saya meninggalkan kartu pramuka mbak dan 
dibuatkan nota terus kameranya boleh saya bawa. 
7. Biasanya kalo mau menyewa saya sama teman-teman mbak tidak pernah di 
dampingi oleh orang tua. 
8. Pernah mbak, pas itu slerekan tas kameranya rusak tapi kerusakan itu dari 
sebelum digunakan karena slerekannya itu kebablasen nyelerekinnya jadi lepas 
dan saat pengembalian disuruh mengganti rugi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
A. Foto saat mewawancarai pemilik kamera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Foto saat wawancarai penyewa kamera 
 
 
 
   
 
 
 
C. Foto kamera dan konter kiki kamera 
 
 
D. Nota sewa menyewa di kiki kamera 
 
 
 
E. Tarif sewa kamera 
 
 
 
 
 
F. Surat Izin Penelitian di Kecamatan Jiwan 
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